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KATA PENGANTAR
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| _'_'befkat yang telah dilimpahkan séhingga dengan segala pétunjuk - Nya penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERKAWINAN ANTAR
UMAT YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF.

Adapun maksud penulisan ini adalah sebagai syarat untuk menempuh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.
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ABSTRA sr e

- Tanggal 2 Januarl 1974 adalah saat yang sangat pentmg bag; bangsa’f_'__'_ii_.':

S | berkawmaﬂ teIah d;sahkan dan berlaku béé bérbagéx golongén dé.lz&h niasyarakat 3
L yéng kemudlan.Undang = Undang Perkawman 1n1 d1kenal dengan Undang. —_:"::-_"_
- ._ .Undana No 1 Tahun 1974 b | _ :
Perkawman menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 sebagal.':' :
o '::'hukum posmf adalah suatu 1katan iahir bathm antara seorang pna dengan seorang"‘.
: ﬁamté. sebégax suaxm 1ster1 dengaﬁ tu;uan membentuk keiuarga yang bahagla dan -
'.'kekal berdasarkan ke - Tuhanan Yancr Maha Esa Agar tujuan tersebut tercapau
_mai(a suatu perkawman harus memenuku syarat — syarat vang telah dltentukan
- ; oleh pemermtah dan tidak melanggar norma — norma agama.
.. Karena setaap agama yang d1aku1 oleh pemermtah Repubhk Indonesia ini
.' méﬁnlxk: pandangan yang berbeda - beda, maka dalam masalah perkawmanﬁﬁn_ :
- masing — 'm_asmg. aga_ma me_n%punyai pendapat yang berbeda pula terutama |
- mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Berdasarkan pasal 57 Undang -~ Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan

-.antar agama-tidak termasuk-dalam-perkawinan-eampuran-yang-mengkhususkarn—————-

perkawinan campuran hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum vang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, namun karena masih ditemukan

kelemahan — kelemahan dalam undang — undang ini, maka dalam kenyataan

i




e '_ S :prakteknya disini perkawman campuran adaiah perkawman antara dua ¢ orang yang s

B berlaman agama sehmgga menlmbulkan masalah karena mereka mengacu pada

i -__-]_'-.'__Staatsblad 1898 No 158 ya,ng memperbolehkan perkawman campuran ( antar '

- .::'.':agama ).

Untuk penyeiesalannyé pemermtah mengeluarkan jperaturan berupa
_Képutusan Pres1den No. 12 Tahun 1983 tentang Pembmaan dan Penataan Catatan
Slpﬂ dengan dem1k1an. Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatatkan

perkawman dan kelahiran bagi yang di luar agama Tslam ( non muslim ).

iv




S .';t':i | -.'O' w

BAB T

S I.‘if“*ﬂ"fAR][SI e

PENDAHULUAN

"Maksud Dan Tu;uanPenuhsan ...... p 4 2 '
- _'Alasan Pemlhhan }udul s

'.':."Permasalahan N1

: -"PENGERTIAN UMUM PERKAWINAN

Penorert;an Perkawman Menurut Undano - Undang

_"ﬁ}.'_No 1Tahun1974 g N o, 16

Tujuan Perkawman ................ 19

230, Sahnya_Pe_rkaw_man .\~ 4 20

3. Syarat— Syarat Sahnya Perkawinan ................ 21

PerkaWinaﬁ Menurut Hukum Agama Islam ... 23

1. Pengertian Perkawinan ... 0.0 i 25

2. Tujuan Perkawinan .................. s 26

o om oo

3. Sah_nya_PerkaWinan ........................................... 27

- Perkawinan Menurut Agama Katholik ... 31

Pe'rka_winan Menurut Agama Pr_otéstan .................... 33
Perkawinan Menurut Agama Hindu ........................ 35

Perkawinan Menurut Agama Budha ........................ 38




' BAB m PERKAWE»IAN ANTAR IIMLAT YANG BERBEDA
AGAMA

= A Pengertza.n Perkawman Antar Umat Yang

: B " beda Agama

'_::._Perkawman Antar Umat Beragama Islam Dengan —

' Umat Beraoama Krlsten . s ' 43

.' L Perkawman Antar Pemeluk Agama Menurut

\ Hukum Islam e 43
-2, P_er_kav_wnan Antar Pemeluk Agama Menurut

Hukumn AgamaKristen .............. oo - 46

2.8, Agama Katholik ... ... 46

2. _Agar_néx_ Protestan .......oooorernennn, TR 48

3. Perkaw_inan Antar Pemeluk Agama Mlenurut
Para Ahli Hukum ..o, 49
4. Pelaksanaan Perkawinan Antara Umat YVang
Beragama Islam Dengan Umat Yang
Béragama Kristen Dalam Praktek ... 51

BAB IV : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTAR

UMAT YANG BERBEDA AGAMA

A. Antara Suami, Isteri, dan Anak — Anak ... 62
B. Putusnya Perkawinan Terhadap Janda/Duda,
Anak Dan Harta Kekayaan . 64
1. TerhadapJanda/Duda ..., 67
2. Terhadap Anak ... 69
3. Terhadap HartaBenda ................ccooovvii . 70
C. Penyelesaian Masalah Perkawinan Antar Umat

Yang Berbeda Agama ... 75




BAB Vi PENUTUP
A,.'.'Ke'sirr_.ipu_lan .................. .........

B SarAn= SAIAN

 DAFTAR RIWAYAT HIDUP -

LAMPIRAN

vii




Tuhan menc1ptakan manusm ieblh tmggls'.derajatnya dlbandmc makhiuki‘_

b '5__-:yang iam "'.Oleh karena 1tu kehldupannya selalu dlperhatzkan dan d1atur deml

B -.:untuk kebahagiaan manu31a 1tu sendln balk dl duma maupun dl akhlrat kélak
Pada mulanya manus1a dimptakan seerang dm untuk men)alam
| kéh1dupan nafnun tidaklah balk dan sempurlna apabxla di dunia ya.ng sangat besar
*_nﬁ seorang manu31a hldﬁé tanpa ada manu51a laln di sekatarnya Oleh karena 1tu.

Tuhan menclptakan lag1 seorang manus;a yang berlaman }emsnya aga_r dapat

| melakuka_t_i perkawanan, dan dari perkawman it maka dihasilkan keturunan -
keturunan yang dapat menjadi generasi penerus atau tempat berlindung di hari tua.
Dengan demikian jumlah manusia hingga saat ini terus bertambah.

Perkawinan adalah cara untuk melanjutkan keturunan yang diawali
dengan perasaan cinta antara dua manusia yang berlainan jenis kelaminnya.
Namun demikian setiap orang di dunia ini memiliki agama yang masing — masing
orang ada yang sama — sama memeluk agama yang satu ada juga yang berbeda.

Begitupun di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, dan

1 L i DA I 2 .3,
ada 5t ) -agama-yang-diskui-di-Tndonesia-menurut- PENPRES no1-Tabun

1964, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Budha dan Hindu. Pada umumaya
setiap agama melarang umatnyz melangsungkan perkawinan dengan umat dari
- agama lain. Akan tetapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersifat

heterogen, hidup bersama dalam suatu kesatuan masyarakat yang tidak ada

batasan — batasan golongan atau batasan agama. Oleh karena itu sangatlah wajar




o .-apabda ch antara masyarakat 1tu ada dua msan manusxa yang sahng jatuh cxnta_3-

I _.;-':.'-dengan '_perasaan cmta yang sangat mendalam maka melaksanakan peikawman R

: .'-:._,__fdengan agama " ané_, sahno berbe
_j_..-'__.Seharl hau manusxa bukaniah mahluk yam dapat SelaIu temkat dan dxbatasi. e

:Perasaannya oieh suatu peraturan Oieh karena 1tu1ah penuhs memlhh Judui s

i '--.._':serpsn 1n1 . » Perkawman Antar Gmat Yang Berbeda A"ama D}tmjau Darl_

fHukum Posruf ?

A, .-Mai_{_sut_'i_ dan .Tu:j_uan Penulisgn

i '_S_ebelum .Undaﬁg - Unﬁéng .I__’_erkaﬁfinan berlaku, di Tndonesia berlaku
beberapa' rhacam peraturan perkéwinan bagi berbagai golongan penduduk.
Demikian juga dengan lembaga yang mencatat perkawinan tersebut ada beberapa
macam. Hal ini karena pemerintah Hindia Belanda, penduduk Indopesia dibagi
menjadi tiga golongan vaitu Golongan Eropa ( termasuk Jepang ), Timur Asing
{ Vreemde QOosterlingen ) dan Bumu Putera ( Inlander ) Penggolongan ini
berdasarkan pasal 131 Indische Staatsregeling { IS ) yang berfungsi sebagai
hukum tertingg: di Hindia Belanda, Peraturan tersebut adalah

1. Golongan Eropa, berdasarkan Burgerlijk Wetboek { BW ), dan peraturan

pencatatanmya diatur dalam Staatsblad 1849/25, Burgerlyken Stand Voor
Europeanen.
2. Golongan Timur — Asing Cina, pencatatannya berdasarkan Staatsblad 1919/81

di Kantor Catatan Sipil.




i '___-'___}_;'Gemengde Huwelgken ( GHR) Staatsblad 1898/158 Sedang pencatatannya dx -

o _._-kantor catatan s;p:l dla‘tur dalam Staatsblad 1904 279

o 5 :-Go}ongan Timur Asmﬂr bukan Cma dliakukan menumt hukum adat mereka

e "_tiada peraturan pencatatannya dz Kantor Catatan Sipll
6. Golongan penduduk asli yang befagama ISIam baik pem‘“ran maupur
o PencatatannYa dzatur da}am Undang Undang leah, Talak dan R“Juk ( NTR )

R yang dlrasakan sudah dire51p1r sebaga1 hukum adat

T Golongan penduduk ash lamnya berlaku ‘hukum adat, yang mengena} sistem

matrlarchaat ( kmbuan ), patnarchaat ( kebapakan ) dan parental ( orang tua
kedua belah plhak ). | |
8. Golongan penduduk ashi yang beragama lainnya ( Hindu dan Budha )
| menganut peraturan agamanya.
Dengan berlakunya Undang ~ Undang Perkewinan, maka peraturan —

. peraturan tersebut tidak berlaku Iagi apabila telah diatur dalam Undang — Undang

tersebut, Demikian juga dengan lembaga pencatat perkawinan, berdasarkan surat
keputusan No. 2183/755.2/CC/1986 tertanggal 12 Agustus 1986 yang diterbitkan
oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta, hanya ada dua lembaga

yaitu ;




1ak1 beragama _Islam yang'akan me}angsungkan Q'perkawman dengaﬁ

o :-.;wamta non Islam dmatat perkawmanny& pada Kantor ﬁmsa Agama

anta beragama Isla

- laki non Islam, diéaié{"péfkéii\}inaﬁnyaibéda':kaﬁtbr";'b_étéiaﬁ sipil propinsi DKI

- f:ﬁ':'Jakarta setelah mendapat izin darl Pengadﬂan Negen o

" a_'Namu.n. .rr.lengapa. Walaupun sudah dlkeluarkan surat kepﬁtusan | oleh .Kanfor B
E ::..Catatan Slpﬂ 1tu temyata pencatatan perkéx%ﬁan antar ﬁinat yang berbeda agama.
'_;1tu sui;t dilakukan Maka dan ity tuhsan ini mempunya1 maksud dan tu}uan e
sebagax berlkut | ) |

1 ,_:Menc.oba mencapal kepastzan hukum.pe.rkawma.n antar umat yang berbeda -

_:' agama, yang selama 1ni ma51h terdapat perbedaan pendapat |

2. Mencoba membeu pen;elasan kepada masyarakat mengena1 sah atau tidaknya

perkawman antar umat yang berbeda agama itu dﬂakuka_n menurut Hulum
Positif di Indonesia.
3. Untuk lebih memahami dan menghayati sekaligus mencari jalan keluar dan

pemecahannya.

4, Untuk memenuhi tugas — tugas dan melengkapi syarat — syarat guna mencapai

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Berdasarkan kenyaiaan vang ada, maka tulisan inl bermaksud
memberikan sumbangan pikiran atau pendapat dalam menyelesaikan masalah

perkawinan antar umnat yang berbeda agama.




B Aiasan Pemlhhan Judul L | : '_ _' .

Membicarakan perkawman antar umat yang berbeda agama mau t;dak"_ L

i mau terleblh dahulu akan membicarakan hukuni .-:-perkawman_ pada umumnya,'_

S 'E:hfkarena perkawman antar umat "berbeda agama merupakan salah satu bentuk dari_ e

o ;';‘;kehxdup.an bérsama antara seorang 1ak1 - lakl dengan séorang pere.n.lﬁuan.yangi
.'..'dlsebut perkamnan ) S | _ R
Menurut Prof Subektx S. H, dalam buk.unya y Pokok dan Hukum Perdata |
_______ rﬁéﬁgatakan bahwa Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini laz1mnya. o
'-__dzbagl dalam empat bagian yaltu TN
: -1 Hukum tentang dm seseorang,
2. Hukum kekeiuargaan N |
3. Hukum kekayaan dan
_4. Hukum warisan. 2?‘
Selanjutnya behau memben batasan terhadap mas;ng masing bagian o
dan hukum perdata tersebut sebagai berll-:ut Ny
” Hukum temtang diri seseorang memuat peraturan — peraturan
tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan -
peraturan perihal kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan

hak — haknya itu dan uniuk selanjutnya tentang hal — haI yang
-mempengaruhl kecakapan kecakapan itu .

Hukum kekeluargaan mengaﬁur perihal hubungan - hubungam
hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan
beseria hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami
dan isiri, hubungan antara orang tua dengan anak, perwsalian dan
curatele.

D Asmin SH, ” Status Perkawinan Antar Agama Difinjau dari Undang — Undang Perkawinan
No. 1719747 hal. 1

2 Prof. Subektl 8.H, " Pokok — pokok Hukum Perdata *, Penerbit PT. Pembimbing Masa,
cetakan ke -9, Jakarta, hal. ¢




Hukum kekayaan menga i hubungaa—hubuﬂgan hukum

SR '-':_yang dapat dmﬂal dengan uan__

: .___Hukum warxsan mengatu

| "l ﬂ{hwai tentang benda atau kekavaan*_' .

' '."-'--_E::perkawman termasuk ke daiam baglan hukum kekeiuargaan dan dalarn skala_ o

| .yang lebih besar ia juga termasuk hukum perdata .
Lebih Ianjut Prof Subekti S H, menyataka.n bahwa hukum perdata d1 _ |
'_Indonesm ber — bhmeka ya1tu beraneka Wama. dengan ketentuan sebaga1 benkut .
I_ ._'a Untuk golongan bangsa Indonesm ash berlaku ” I—Iukum Adat ”, yaxtu hukum I_ =
yang sejak dahulu telah berlaku dl kalangan rakyat yang sebag1an besar masih
belum tertulis tetapi hidup daiam tmdakan - tindakan rakyat mengenai segala .
soal dalam kehidupan masya;akat.
b. Untuk golongan warga negara bukan .asii yang berasal dari Tionghoa dan
~ Eropah berlaku Kitab Undang ~ ..:Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk 3
Wetboek ) dan Kitab Und_aﬁg ~ Undang Hukum Dagang ( Wetboek Van
Koophandel ), dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai
Burgerlijk Wetboek tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3

dari Titel IV Buku I { mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan

mengenai ” penahanan ” pernikahan ) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan
untuk  selanjutnya ada pula . suatu peraturan perihal pengangkatan anak

( adopsi ), karena hal ini tidak di dalam Burgerlijk Wetboek, ¥

? Prof. Subekti S.H, ” Pokok — Pokolk Hukum Perdata ” hal. 10




Akhirnya untuk ,g,olon,s:an warg,a neg,axa bukan ash yang, bukan berasal' i

: : .:-'Q'darl Tmng,hoa atau Eropah yaltu Ardb Indla dan laln lain berlaku sebayan darl_ j.f

i h hukum kepnbddian cian kekeluargaan ( personen en famlherecht ) maupun yang : -

- ..merlig,énai hukum kewarlsan Mengenax bagldn . bagian hukum yan5 beiakang,an H
| ini, berlaku hukuin me;“eka sendm dari neg,erl asainya
B ﬁ.etentuan tefsebut menjadl dasar bdgl berlakunya. berb%m macam .. .
"peraturaﬁ hukum perdatd termasﬁk hukum perkawman dan merupakan
-konsekwenm darl .kebijak&.dnaan | yang_, dikenakan dalam .pasal 163 IS vyang
| ill@#lb&&l - bagll golongan -penduduk Indonesia pada saat itu menjadi tiga
gélongan yaitu golonga.n Eropah, golongan Timur Asing dan golongan Bumi
Putera,

Pada tahun 1966, Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi
Presiden Kabinet AMPERA No. 31/U/IN/12/1966 menghapuskan penggolongan
penduduk menurut pasal 163 IS dan hanya mengakui pembagian penduduk negara
dan bukan warga negara ( orang asing ). ¥

Karena penggolongan penduduk atas golongan — golongan sebagai mana

dilakukan berdasarkan pasal 163 IS dan keaneka — ragaman hukum perdata yang
berlaku dirasakan tidak sesuai dengan cita — cita negara dan bangsa Indonesia
yang menghendaki adanya persatuan dan kesatuan, serta bertentangan dengan

konsep Wawasan Nusantara yang menghendaki adanya kesatuan hukum Nasional

9 Asmin SH. ” Status Perkawinan Antar Agama 7, cetakan 1, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986,
hal 55/do




| 'i_'szfatnya

txdak turut'terhapus Sehmgga hukum perdata tetap saja ma31h bercorak .ragam S

e

Keanekaragaman hukum perdata Juga tercermm pada keanekaragaman L

| __'fhukum perkawman yang berlaku dl Indonesaa Hal 1m dlgambarkan dalam__'_:f: e

N | .'penjelasan umum Undang Unda.ng Perkawman No 1 Tahun 1974

Da.lam angka 2 penjelasan urnum Undang Undang No 1 Tahun 1974___

:tentang perkawma,n menjelaskan keadaan hukum perkawman yang berlaku saat -

1tu sebagax benkut

a.

Bagi orang orang Indone31a Ash yang beragama Islam berlaku hukum agama

yang du‘eseplr dalam hukum adat

. Bag1 orang orang Indonesza Ash Iamnya berlaku hukum adat

Bagl orang — orang- IndoneSIa Ashi yang beragama Kristen berlaku Huwelijks
Ordonant:e Christen Indonesia ( S. 1933 No. 74).

Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina

berlaku ketentuan — ketentuan Kitab Undén_g - Undang Hulum Perdata dengan

-sedikit perubahan. -

Bagi orang — orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia

keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka,




_. i f Bag; orang orang Eropah dan warga negara Indonesxa keturunan Eropah dan':

dlsamakan dencan mereka beriaku Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Juga bagi orang Kristen dan"Hmdu atati ” Hmdu Budha ) sepem yang :

k2 _'_duumpai d1 Indone31a Status atau kedudukan hukum dx daiam Undang Undang_. :_:-Z .

. 'Perkawman No i Tahun 1974 sebagalmana kxta ketahu; bahwa perkawman yang o

dxmaksud sebagau 1katan tahir bathm antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagal suanu istri dengan tujuan me_mbe_:ntuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ke ~ Tuhanan Yang Maha Esa _

D1 bidang perkawinan ini kita juga berusaha mengadakan unifikasi .

karena seperti dikatakan oleh Prof. R. Sardjono S.H, kita telah lama bersatu dalam

keinginan memiliki suatu Undang - Undang Perkawinan Nasional yang mampu
menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan yang dengan berbentuk
Undang — Undang Perkawinan Tahun 1974 No. 1 hasrat itu telah dapat terpenuhi.
Selanjutnya beliau mengatakan bahwa terbentuknya Undang — Undang
Perkawinan ini merupakan suatu penutup / akhir yang berhasil daripada suatu
rentetan usaha - usaha kearah penyusun perundang — undangan tentang
perkawinan yang telah dilakukan bertabun - tahun oleh pembentuk undang —

undang dimulai sekitar tahun 1950 — an. Hal ini membuktikan betapa besarnya

minat yang dicurahkan secara Nasional terhadap masalah perkawinan.
Dengan diundangkannya Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 tanggal
2 Januari 1974, dan berlaku secara efekiif tanggal 1 Oktober tahun 1975,

tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan dan menurut pasal 66 tersebut

¥ K. Wantjik Saieh S.H., “ Hukum Perkawinan Indonesia “, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 68




+ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan.

- perkawinan berdasarkan atas Undang — Undang ini, maka dengan -

o berlakunya Undang — Undang ini ketentuan
. dalam Kitab Undang - Undang Hukus
© Wetboek ), Ord r

_ Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933

~ Perkawinan Campursan ( Regeling op de gem
e tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam ‘Undang — Undang ini,

B ls-" o i1 A A NS
_;I.)i. ..Ind;(.)_z.lééia _terc}ai)af 5 ( Iima ) agama yang diakui _dle.h__ pemerintah
 menurut PENPRES No, 1 Tahun 1964 dan Ketetapan MPR No. I/MPR/1998
_”téntang Garls - Gans Bés.a_r.Halﬁan _I;Ee.gér.a. m.eﬁ;g.f_:.naiuli{eperca.l_yéaq Kepada Tuhan
Yang Maha_ Esa di%lyatakan .bukan .se.bagai agama, pembinaan terhadap
Kepercayaan Kepada Tuban Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah
kepada pembentukan agama baru, tetapi diarahkan untuk memeluk salah satu

agama yang diakui oleh negara.

Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan yang mengandung kebenaran
mutlak, yang diyakini paling benar oleh para pemeluknya, agama dijadikan
sebagai landasan, pegangan dan pedoman baik dalam melakukan hubungan

dengan Tuhan maupun hubungan antara sesama manusia, termasuk di dalamnya

masalah perkawinan. Penjelasan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang — Undang No. 1 Tahun

-ketentuan yang diatur .

. rdata ( Burgerlijk =

winan Indonesia Kristen ( Huwelijks
0. 74.), Peraturan

. Per n Campuran engde Huwelijken S,

- 1898 No. 158 ), dan peraturan — ‘peraturan lain yang mengatur

1974 yang.menyatakar--

” Tidak ada perkawinan di luar hukum masing — masing agamanya
dan kepercayaannya itu *,

Sehubungan dengan bunyi pasal 2 ayat ( 1 ) dan penjelasannya itu Prof

Hazairin S.H, lebih jauh menafsirkan bahwa ” bagi orang Islam tidak ada




k 31a1 yang oleh'Arlstoteies disebut sebaga1 ' zoon'ffaé'ligiéidn'

s | ."_yanc secara kodratt mempunyal rasa f cmta yang ber31fat umversal tldak L
. mengenal perbedaan wama kulzt keturunan, golongan ataupun agama OIeh e
'karena itu perkawman antara orang orang yang berbeda suku ras ataupun agama .

| _bukanlah hal yang mustahll dan bahkan sermg terjadl d: masyarakat kita yang o

_'-_sejak dahuiu maupun sekarang d1 zaman modern ini,

Dar1 uralan d1 atas maka }elaslah apab11a teiah banyak dlbahas tentang .

| masalah perkawman, akan tetapx penuhs tertank kafena ketika orang membahas

ma_salah perkawman antar umat _yang berbeda agama -selalu menghasﬂkan

perbedaan pendapat Dan mﬂah yang menjadx alasan keinginan penuhs untuk

.___mernbahasnya yang dituangkan ke dalam skr1p31 yang ber_;udul > Perkaw_man

Antar Umat Yang Berbeda Agama Dltmj au Dan Hukum Posxtxf -

C. Permasalahan

Mengena1 masaiah perlxawman antar umat yang berbeda agama bila

dlperhatlkan di dalam Undang — Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 57
yang berbunyi :
“ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang ~ undang

i ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

®  Hazairin, “ Tinjauan Mengenai Undang — Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 *, Jakaria :
Tinta Mas, 1973, hal. 5




hukum __}yang berlaman karena p .'

- satu pihak berkewarganegaman Indonesm |

' '-'.'---__i_'::;.)e.faturan téfs;bﬁt tidak. mengatur mengenﬁ: perkawman:antar umat yang berbed o
e.xg.a.rr.za. Karena péfkawman beda agama 1m daIam peﬁgertian sangat. Iuas"_'
i mencakup }uga perkawman antar.wérga ﬁegara yang beragama Islam Knsteﬁ -
- _I—Imdu dan Budha maka penuhs mgm membataSI masalahnya ya;tu dengan hanya
membéhas masaiah perkawman beda agama antara seseorang yang beragama_
-'.Isiam dengan seseorang yang beragama Kr;sten ( Kathohk / Protestan ) dimana -

- '.sa/at 11'11 banyak pasangan yang mgm memkah dengan masmg masing saling |

'-mempertahankan agama dan kepercayaannya itu. OIeh karena itw rumusan

masalahnya adalah sebagax berikut

1. Apakah sah perkawmgn ‘oeda agama bila dilihat dari Undang — Undang No. 1
_ --Tahuﬁ 1974 tentang perkawinan s_eb_agai hukum p_o_siﬁf ?
2. Apakah sah perkav.finan.beda agama bila ditinjéu dari agama masing — masing
pihak ?
3. Bagaimana pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi tentang perkawinan

beda agama ini ?

'edaan kewarganegaraan dan salah G

. "hun 1975 sebagal hukum posmf keduaz-:

. Metode Penelitian
Untuk menunjang penulisan serta memperoleh data vang akurat, maka
penulisan ini dilengkapi dengan penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam

rangka penulisan ini yang menghasilkan data yang sifatnya deskriptif analisis




. Yﬁiﬁi uﬁtukirnenggambarkan secara léngka;j_ 'm'e'nge_xiéi perkembangan tertentu dan

_ _mehoanailsanya melalm data y.'a.nﬂr terkumpul

. Dalam penyusunéﬁ skri.pslx ini dlperlﬁkén ai#t p.engumpL..lan &ata yaltu

1 Stﬁdi dokumen atau bahan éﬁstaka o o e
2. Waﬁan.c;_ara_atau mtervxeuw. --)' .

Kemudian semuanya itu pen.u._li.s _k_umpﬁlkan ciengan cara ;

1. Library Research, yaitu membaca dan mempelajari buku — buku, peraturan

_ __p_e_r_'_u_n_dang — undangan yang bg_rhu_bung_an_dengan_perkawinan antar umat yang

berbeda agama. | )

2. Field Research, yaitu mengadakan penelitian kasus perkawinan antar agama
yang pernah diproses dan diputuskan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah

Agung Republik Indonesia, dan juga mengadakan wawancara dengan pemuka

agama,

E. Sistematika Penulisan
Sistematika berarti urut — urutan tertentu dari unsur — unsur yang
merupakan suatu kebulatan, sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan

jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.
Untuk menghubungkan keseluruhan hasil penelitian ke dalam suatu
karya ilmiah, dalam hal ini penulis menyusun skripsi ini ke dalam 5 bab. Dan

diharapkan akan memberikan gambaran tentang masalah perkawinan antara umat

? Hazairin, “ Tinjauan Mengenai Undang - Undang Perkawinan No. | Tahun 1974 “ Jakarts -
Tinta Mas, 1975, hal, 5




S B Moruptkan beb Pendahiluas 8 dalam bab i skan Gkeniukakan

S —— .ya_ﬁg.bg_rbeaé:égarha"dit"injé:li_ danﬂukum :I.’I_.:(.).S_i_tif,-}.sehingga-sa_t.t.l.'béb dengan bab

o yang lainnya saling berkaitan secara keseluruhan, yang diatur sebagai berikut :

i
| AMaksud dan Tujuan _Penﬁliéan.
B. Aiasan Pefilinan Judul.
C. Permasalahan.
D. Metode Penelitian.
E. Sistematika Penulisan.

Bab Il © Dalam bab ini akan ditulis pengeriian umum, definisi ~ definisi, tujuan

perkawinan, dan syarat — syarat sahnya perkawinan :
A. Perkawinan Menurut Undang — Undang No. 1 Tahun 1974,

B. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam.

C. Perkawinan Menurut Agama Katholik.
D. Perkawinan Menurui Agama Protestan.
E. Perkawinan Menurut Agama Hindu.
F. Perkawinan Menurut Agama Budha.

Bab il : Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama :

A. Pengertian Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama.
B. Perkawinan Antara Umat Vang Beragama Islam Dengan Yang

Beragama Kristen.




© Bablv

BabV

L :_'erkawman ____ntar pemeluk agama menurut ahlz hukum o

o L Perkawman antar pemeiuk agama menumt hukum isiam T e

) 2 Perkawman antar pemeluk agama menurut hukum agama:-_.-f";"}_. :

4 Pe!aksana,an perkawman antara umat yang beragarna Islam i

dengan ersten dalam pralctek

. Akibat Hukum dan ?erkawman Antar Umat Yang Berbeda Agama
__ _A Ani'ara Suam1 Istrx Dan Anak Anak

-~ B. Putusnya Perkawman Terhadap Janda / Duda Anak Dan Harta

Kekayaan /
C. Penyeiesaian Magala.h Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama
Merupakan akhir dari penulisan ini akan dikemukakan beberapa
kesimpulan dari selurch materi penulisan ini dan saran — saran yang
mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah — masalah

perkawinan antar umat yang berbeda agama.




BAB II

PENGERTMN UM UM PERKAWINAN

| A }‘engertlan Perkawman Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974

S -Perkawman Ialah pertalxan yang sah antara seorang laki dan seorang'_'_.-_' B

" "'perempuan untuk waktu yang iama Dan perkawman merupakan gejala bxoiogis:
yang mempunyax kaltan dengan masalah sosmiogis yur1d1s dan tata nilai -

kehidupan.

""'Da}am_"BurgerIijk_ "{'Wetbcjek "‘tidak_'.'dijum'pai suatu ~ definisi tentang .

“perkawinan. Menurut pasaI 26 B.W. menyatakan . 7 Undang — undang ini -
fneniandang soal perkawinan hanya dalam hubungan hubungannya perdata 7. ®
Jadi suatu perkawinan vang sah hanyalah perkawman yang memenuhi syarat —
syarat yang ditetapkan dalam Burgerlijk Wetboek terlepas dari syarat — syarat dan
peraturan agama.

. Sedéngkan. menﬁfut Undang — Undaﬁg No. 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan yang berlaku secara nasional bahwa perkawinan merupakan ikatan
lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk kéluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke—Tuhanan

Yang Maha Esa. Maka penjelasan dari pasal 1 Undang ~ Undang No, 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dimana
sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang Masa Esa, maka perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga

" R Subckti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, ( Jakarta - Pradnya
Paramita ), hal. 29




perkawman mempunyai peran yang pent;ng daiam membentuk keluarga yang_ _:__:j i

o '__;'_bahagla hubungan antara orang tua dengan keturunan / anak yang sangat erat_:_'

g ;ang merupakan tujuan perl\awman dan juga pemehharaan dan pendldxkan anak-i’-‘“r:-.'. :

_:'.menjadi hak dan kewaj xban orancr tua
Ja..d.i. dapatiah d1mengem bahwa perkawman udak dapat dllepaskan darz
' 'unsur agama / kerohaman bahkan unsur bathm / roham tersebut mempunyat péran_
pentzﬁg. Karena pentx#gnya unsur _ag_ama. / ker_ohaman itu dalam perkawinan,
3?%.?‘(?.??591__%?%# 1___Un¢_%¥!s_t§9daag_1§9-_ 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menegask@n ” Perkawinan gdala_h sah aé;ibila dilla.kuk,an menuf_ﬁt hﬁi{um masing —
) rﬁé_siﬁg I_aga.r'nanya dan_kepefcayaaﬁﬁya it . |

Berdasarkan perumusan dalarﬁ pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diberikan
penjelasan, yaitu tidak ada perkawinan di luar hukum masing — masing agamanya
dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang — Undang Dasar 1945, Dengan
de_m_ikia_n apabila suatu perkawinan bukan dilakukan menurut masing — masi_ng
agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Definist perkawinan menurut Prof. R. Subekti, SH ; ” Perkawinan adalah
pertalian yang sah antara seorang laki — laki dan perempuan untuk waktu yang

lama ”. ¥

Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak
meninggal dunia. Perceratan hanya dianggap sebagai suatu pengecualian, yang

hanya diperkenankan apabila telah memenuhi syarat — syarat yang amat ketat.

2 Prof R. Subekti, SH, Pokok — Pokok Hukum Perdata, (Yogyakarta : PT. Intermasa, 1985)




o _' Jad1 daiam hal m; suam: dan 1str1 ha:us salmg berjanjrakan taat kepada_

hukum perihal itu. -

Paul Scholten menamakan perkawinan sebagai suatu lembaga -

: sebagzu aklbat perbuatan tersebut yang diatur oleh hukum. !

Dan jika penulis membandingkan apa yang secara tegas telah dinyatakan
di dalam Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 serta

penjelasannya, dengan pasal 26 BW, maka penulis berpendapat bahwa antara BW

dan Undang -~ Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai .

pengertian perkawinan ini menganut prinsip yang berbeda. Perbedaan itu terlihat
sebagaimana ditegaskan oleh pasal 2 ayat 1 Undang — Undang No. 1 Tahun 1974
yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak dapat dilepaskan dari unsur agama

atau kerohanian. Sedangkan pasal 26 BW menyatakan bahwa : Undang —

peraturan - peraturan hukum yano berlaku mengena1 hak hak dan kewajlban' o
e juga mengenax kewapban kepada anak a.naknya Dan dalam hal menghenukan?f'_ e

: -_perkawman suaml dan 1str1 ndak 1eiuasa penuh untuk menentukan senchri syarat _— 'j'

. syarat untuk menﬂhentlkan perkawman 1tu melamkan terikat Juga pada peraturan .

( mstellmg ), ka.rena pada perkawman klta mehhat pada keadaan yang timbul *

Undang memandang soal perkawinan ha'n'ya dalam hubungan — hubungannya
perdata 7. Artinya sahnya suatu perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek tidak
ada kaitannya dengan sah atau tidak suvatu perkawinan menurut peraturan

perkawinan yang diadakan oleh agama.

'9 Rusli, SH, danR. Tama, SH, Perkawinan Antar Agama dan Masaiah:q/a ( Bandung : Shantika
Dharma, 1984 ), hal. 8 /d 9




e

e ;_2 Acara yang harus mendahuiul perkawman

Maksud pasa3 26 EW bahwa undang — updang nnemandang soai

_perkawman hanya daiam hubungan - hubuneannya perdata. adalah Kltab

o ) .:..::-:.:_Undang Undang Hukum Perdata ( BW ) hanya mengatur tentang

1 Sya:at ""'.syarat dan segala :

a’m yang hams dzpenuhl supa.ya da;}at kawzfa

-3, Mencegah perkawman
4 Melangsungkan perkawman

gt _Pﬁerkawm_an yang dilangsungkan di luar Indonesia.

i. "{_u_jua;li Perkawinan

| bengan -.berlakunya Ux}dang — Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
maka Undang — Undang Perkawinan yang terdahulu bersifat pluralistis dinyatakan
tidak berlaku lagi, kecuali ada hal - hal yang belum diatur oleh Undang — Undang
No. 1 Tahun 1974, karena walaupun undang — undang ini telah dianggap baik dan
benar, tetapi masih ditemukan kelemahan — kelemahan setelah beberapa tahun
kemudian. Apalagi jika diingat bahwa rakyat Indonesia terdiri dari berbagai
macam suku bangsa yang menganut pula berbagai agama dan kepercayaan,
namun terlepas dari hal tersebut kita harus mengakui terdapatnya prinsip — prinsip

penting dalam Undang — Undang Perkawinan tersebut, hal mana merupakan

langkah maju yang positif dan patut dihargai.
Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam
menentukan prinsip — prinsip mengenai perkawinan telah disesuaikan dengan

perkembangan zaman sekarang. Jadi maksud dan tujuan dari perkawinan adalah




i undangan' _Yang "'berlaku Selanjutnya undang -

3_membentuk keluarga ya,ng kekai da.n baha.gla unfuk m_ suamx 1s*tr1 sahng_-: - :

"_':membantu dan meiengkapl agar masmg masmg mereka dapat mencembangkan s

L 1~.epr1bad1annya dan mencapax kesejahteraan spxniml dan materui Juga dmyatakan ' o .

A bahwa suatu-perkamnan adalah sah blla dllakukan menurut peraturan perundano w:'- - _

un__ ng ini mengljmkan agarf.::’_"_.._i -

s .'mereka yano akan melangsungkaﬂ perkawman harus masak 31wa dan raganya

_ mampu dan berakal sehmgga suatu perka\mnan nantmya tidak akan mengalam o

suatu perce__ra;an yang_sa_m_a sekah tlda_k dn_ngmkan oleh undang - undang,

Karena tujuan perkawinan tersebut, maka undang — undang juga tidak

mempermudah untuk suami isteri -gntgk melakukan perceraian, kecuali ada
alasan — alasan_.tertentu seper_ti_. déia?n pasal .19 Peraturan Pemerintah RI No.
9/1975, seperti yang akan diungkapkan nanti pada Bab IV dalam skripsi ini.
Dengan melibat pasal 2 ayat 1 Undang -~ Undang No. 1 Tahun 1974,
dalam negara yang berdasarkan Pancasila dimana perkawinan mempunyai
hubungan erat dengan agama, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur

jasmani dimana bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

2. Sahnya Perkawinan
Perkawinan adalah suatu perbuatan mempunyai akibat — akibat hukum.

Sah atau tidaknya suaiu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum

positif di bidang perkawinan di Indonesia sejak 1 Oktober 1975 adalah Undang —
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sah tidaknya
suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan - ketentuan yang ada dalam undang —

undang itu. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974




T f__-__'_menjelaskan bahwa Bt Dengan merumuskan pada pasal 2 ayat 1 txda:c ada'_ o

L _-.-'perkawman dz luar hukum masmg masmg a.gamanya dan kepercayaannya Itu :

12}

sesua1

dengan Undancr = Undang Dasar 1945

:Yang dlmak"ud. . dengan"_ hukum masmg masmo agamanya dan-;::__

o | 'kepercayaannya 1tu adaIah ketentuan perundang - undangan yang berIaku bagxi'f:'_' e

: -.golongaﬂ agamanya dan kepercayaannya 1tu sepanjang tlda.k bertentangan atau

: _t;dak ditentukan lam dalam undang undang 1tu '

3. Sym‘at Sya.r.at Sahnya Perkawmaﬁ R

| Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawman
syar#t — sya.rat sahnya perkawman d1tempatkan pada Bab 1I yang terdiri dari 6 -
-pasal.ymta PaSal 6 sampai dengan pasal 11. Dalam xesempatan ini penulis tidak
meﬁyajikan seluruh pasal - pasal tersebut, demikian juga mengenai perkawinan.
Adapun syarat ~ syarat perkamnan itu dlatur daiam Undang Undang No. 1
Tahun 1974, mel1put1 syarat - syarat formil dan syarat — syarat materiil.

” Syarat ~ syarat formil ini meliputi :

- pemberitahuan akan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada
pegawal pencatat perkawinan;

= PEnguIMIMan gieb Fﬁg&‘%ﬁi»ﬁﬁm@pﬁ{k&ﬁ@%ﬂ, L

- pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya
Masing — masing;

- pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

'# Undang — Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan, ( Yogyakarta : Gramedia Press ), hal. 26




Vigg

S5

 Svarat = syarat materiil yang berlaku umum termasik dalam kelompok

..yang diatur dalam pasal —.pa_é_éﬂ di ba_wah_.i'ni .
.= Pasal'6 ayat 1 ;. Hdms ad p_érséthjuan.fda:i kedua Caiog_mgmpclai;

‘Pasal 7ayat1: Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan

wanita sudah mencapai 16 tahun;

Pasal 9 o Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain ( kecuali

dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 );

Pasal 12 i Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan

perundang — undangan tersendiri.

Tidak dipenuhinya syarat — syarat tersebut menimbulkan ketidak wenangan untuk

melangsungkan perkawinan dan berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum.

Sedangkan syarat materiil yang berlaku khusus adalah sebagai berikut

a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9

dan 10 Undang — Undang Perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan

aniara dua orang yang :

1

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke
atas;

berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;

berhubungan semenda;
berhubungan susuan;
berhubungan saudara dengan isiri atau sebagai bibi atau kemenakan dari

istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;




o + ma51h tenkat tali perkawman dengan orang 1am kecuah daiam hai tersebut

: pada pasai 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 9

b it oo e mercyog el st b,
E Mengenal .syarat persetujuan kedua calon mempeleu dan. syarat harus:.'f o
.adanfa 1;1:1 kedua orang tua bagx yang beium berusaa 21 tahun sebaga;mana dzatut.‘.-:_

oleh pasai 6 beriaku sepan}ang hukum masmg — masmg agamanya dan_.:_:_;:___ o
' kepercayaannya 1tu dan yang bersangkutan t;dak menentukan lam Jadt syarat — 5 |

- syarat perkawman sebagal yang dlatur daiam pasal 6 itu berlaku sebaga;. Lex_ kS

generahs terhadap syarat perkawman menurut hukum agama sebagax Lex -

spesmhsnya )

ItuIah beberapa syarat perkawman menurut Undang Undang No, 1.

: Tahun 1974 Tentang Perkawman yang penuhs angga.p merupakan hal yang baru .

B. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam
Ajaran agama Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar

ajaran.

Pertama, berupa pokok ~ pokok akidah; | yaitu hal — hal yang menyangkut.

kepercayaan, keimanan dan keyakinan, seperti : percaya kepada Allak, Malaikat,

Wahyu, Rasul — Rasul, Kitab Suci, hari Kiamat dan sebagainya vang harus

dipercaya, diimani dan diyakini kebenarannya sebelum lain — lainnya.

¥ Asmin, SH, Status Perkawinan Antar Agama, ( Jakaria : Dian Rakyat, 1986), hal. 22 s/d 24




okok syam ah atau syan at bens; pokok pokok..

5 per tranamahah ( sikap idup"‘/ "perbuatan ) :manusm berhubungan dengan:f

mat seagama ' ses

hubungannya' aengan“alam dan"_ _ahluk 1a1nnya Kesemuanya tu dapat klt___

R :.'temul\.an dalam Al Qur an, .kxtab ‘suci umat Islam yang menjad1 sumber segala*-__-;_'_.__: '
_."__sumber hukum bag1 kaum mushmm B s
| Agama Islam mengajarkan seorang Isla.m sejan selam ha.rus beraman ;

'. padé Allah, _;uga sega.la perbuatannya harus sesua; dengan hukum _____ huimm yang_..._:__ o
L : elah diwahyukan . kepada Rasul—Nya Sebagaimana dxkataka.n olehi_ ::
."Prof Dr Syﬂch Mahmud Shaltout anggota Majehs Ulama Besar dan Guru Besar .
daiam Ilmu Perbandmgan Hukum ch Umver51tas Al Azhar Me51r .

_' 2 Da!am bentuk ( Struktur ) Islam, Akldah itu dasar, di atasnya
B dlbangun syari’at, Maka syarl ’at itu suatu Kesan { jejak langkah )
yang mesti menglkutl dan melayani ’akidah. Sebagaxmana syari’at
~ kalau tidak dibawah lindungan *akidah maka syari’at tanpa *akidah
- tak ubahuya sebaga: bangunan yang tergantung di awang — awang,
- tiada terletak di atas dasar { Pondamen ) yang kuat. Syarx at yang -
tiada mempunyai . sandaran kekuatan ‘moral, yang memberikan -
itham supaya syari’at . itu dlhormat: dan dipatahi, dijalankan
menurnt semestinya, tanpa memerlukan kekuatan manapun Selain
dari perintah jiwa sendiri 7. ¥

Selanjutnya beliau mengatakan :

? Orang yang beriman dan mempunyai ’akidah, tetapi

menyampmg%mn syari’at { meninggalkan amal saleh } atau hanya
mematuhi syari’at tetapi tidak menjunjung ’akidah maka erang itu
bukanlah seorang muslim sejati “. 1%

9 Thid, hal. 26
19 Tbid, hal. 26




--hukum — hukum yang mengatur sesamanya '('dlsebut sebagm mu-’a'ma'la

)

': ""'_-.--bukan saja sebagal perbuatan mu amalat tetapx Juga mengandung segi 1badat Hal_-_ S
X 1tu terbukn dengan adanya ketentuan ketentuan Tuhan d1 dalam Al Qur an yang - -.

s mengatur masalah pefkawman tersebut

R 3 ;,_;-{ 1. Pengertlan Perkawman

Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang art1
o perkawman antara lam
: Prof Dr, H Mahmud Yunus 2 Perkawman 1alah aqad antara calon suam1 — Istri

untuk memenuhl haj at jemsnya menurut yang dlatur syan at g 15)

At Dengan konsep51 seperu itu, wajarlah b1la Islam memandang perkamnan_;'f,__'_ : .

: '.” Perkawman menurut Islam mlah suatu perjan_;lan suci yang kuat pn

. dan kokoh untuk hldup hersama secara sah antara seorang laki —

B laki dengan seerang perempuan membentuk keluarga yang kekai
santun menyantum, kasah mengas:hl, aman tenteram bahagia dan
kekal . *? _ TR |

Bermacam - macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai

pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang

sungguh — sungguh antara satu pendapat dengari péndapa% yang lain.
Perkawinan dalam bahasa Arab adaiah mkm artt mkah a«:ia dua, yaitu arii

sebenarnya dan artt klasan arti sebenarnya nikah adalah dham yang artinya

) H. Muhamad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Istam, ( Jakarta - I—Iidakarya Agung, 1981),
hal ]

'9 Idris Ramulya, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum
Perkawinan Islam, ( Jakarta ; Ind. Hill Co, 1984/1985 ), hal, 174




L dengan wathaa yang amnya bersetubuh

o _"1katan atau pergan;mn Jad1 aqad mkah amnya per;anpan uniuk meng;katkan dm R

L ._'__"-'menghlmplt memndih atau berkumpul sedangkan am k1asannya adalah sama' '_ f_:f:ﬁ .

istri sl membolehkan kéfduar%ya-'f-;bie.f%saﬁl.?$¢b?g."”"' mi istri. Aqad artmya- -_

. dalam perkawman antara sebrang wamta densan saorang ima
| Perkawmaﬁ yang dlsyan atkan oleh agarna Isiam dapat dlh.hét. dan 3 |
B -.sudut éandang ya1tu dan sudut hukum 5051a1 dan aga.ma Dan sudut hukum
-perkawman merupakan -suatu -per_;anpaﬁ yang -sangat -kuat. Darz sudut sosml

L perkawman merupak:an sarana untuk memngkatkan status seseorang da}am

.masyarakat orang yang sudah berkeluarga lebzh dlhargai dan yang belum
berkeluar ga. Sedangkan dari sudut agama perkawinan itu dianggap sebagai suatu
lembaga suci sebab pasangan suami istri itu berhubungan dengan mempergunakan
nama Allah,

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian Sarjana
Hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada
perubahan ’illahnya hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi

sunnah, wajib, makruh dan haram.

: Menurut _syara mkah ﬁ:u pada hakekatnya 1a1ah aqad antara calon suarm;_ : . e

dan bahkan ada vang menyebutkan wajib hukumnya.

2. Tujuan Perkawinan
Agama Islam, mensyari’atkan perkawinan dengan tujuan tertentu antara

lain ialah




o unknelarokan keunars

b :untuk menjaoa d1r1 darl perbuatan perbuatan makszat

.:::_;-ﬁ.j':men1mbulkan kasxh sayang

d untukmenghormat; sunnahRasui, e
L e Bl
o Keturﬁnan édaiah p.entl.ng dalam r.angka.perr.abemukan Urﬁa£ Isiam yaltu '.
- umat yang menjauhkan dii’l darl perbuatan perbuatan maks;at yang dﬂarang oleh - .:
- ac;ama dan mengamaikan syan at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang ch:._ b
dalam sesama anggota keluarga ya.ng dalam lmgkup yang luas juga akan dapat_ S
memmbulkan kedamaxan di dalam masyarakat yang dzdasarkan kepada rasa cinta
: kasih . t_erhadap sesama. Dcngan meiakukan -perkamnan juga berarti bahwa
seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulnya dan melalui
perkawinan akan dapat membuat terang ketur_qnan, anak siapa dan keturunan

siapa, sehingga tidak akan ada orang — orang yang tidak jelas asal — usulnya.

3. Sahnya Perkawinan
Sahnya suatu perbuatan hukum menurut agama Islam harus memenuhi

dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok ( tiang ) sedangkan

nenupakan unsurpelengkap-dalam. setiap-perbuatan-hukum--Perkawintr—— -
sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat — syarat

tertentu,

) Asmin, Gp., Cit, hal. 29




c .txdak melanggar laranoan perkawman sebagalmana yancr d1tentukan oleh_' o

i -"syarl at. IS)

_ad. . a. .Rukun mkah :

__'___Rukun mkah mempakan haI - hal yang harus d:penuhl pada waktu__ b

: __melangsungkan permkahan Jad1 dapat dlgolongkan ke dalarn syarat fomul dan.
: .;.terdm atas | | - [
L adanﬁra éaion mempelax 1ak1 - iakx dan Qamta
2. harus ada walt bag1 calon mefnpelai wanita;
3. harus disaksikan oleh dua orang saksi laki - laki;
~ 4. akad nikah yaitu ijz}b _da:r;x_ waii__merﬁpe_lai wanita atau wakilnyé dan kabul"
dari. mempelai Iaki—laki. 1 o
Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila
salah satu dan rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu

perkawinan.

Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan,
maka tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelat masing — masing harus bebas
dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menurut konskwensinya bahwa kedua

calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk

1% Ihid, hat, 29
) Ibid, hal. 30




| meng1kat*<an dm daiam suatu pyrkawman dan ini. hanya dapat dﬂaku;ca'z oleh :':

N __:__orang yang sudah mampu berﬁklr mandm dewasa dan bebas darx tekanan plhak' ';'-31 S

lam yaﬂ:u p;hak plhak yang dI 1uar dar: dlrlnya yang menurut hukum Islam

S _:3_. berartl sudah aqﬂ bahqh daiam am sudah_mampL. m ktkan pnrkawman-:.-__'-_'-_'_:'_f_:' )

e ':_:'.{( UU No 1/ 1974 menentukan us;a 16 tahun untuk wamta dan 19 tahun untuk'_".:' o

_ pr1a ) dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan 3asmam dan =
o 'roham untuk dapat meiangsungkan perkawman ¥ N |
Wali menurut a;aran_.Sya_ﬁ idan Mal__i_ki_ merupakan soal penting, menurut
__ajarannya tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali mempunyai pandangan
lain, ialah walaupun nikah itu t_idak pakai wali, nikahnya tetap sah.

.Saksi adalah rukun nikah, menurut Syafi’, Hanaﬁ dan Hambali, akad
nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah hadis
Nabi yang mengatakan : Tidak ada / tidak sah nikah melainkan dengan wali dan
dua orang saksi yang adil. Menurut Syafi’i dan Hambali, dua orang saksi itu harus
muslim, tidak sah bila saksi itu bukan muslim Sedangkan Hanafi mengatakan
saksi itu boleh saja bukan muslim.

Rukun nikah, yaitu ijab dan kabul merupakan rukun nikah vyang
menentukan, karena dengan diucapkan ijab ( penegasan kehendak unituk

mengikatkan diri dalam perkawinan } oleh wali mempelai perempuan atau

wakilnya dan kabul ( penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri )
vang dilakukan mempelai laki — laki atau wakilnya, maka akad nikah secara
yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa

perkawinan mereka sudah sah.




) ad . -Syarat . syarat:nikah e
Syarat - syarat mkah menurut avama Islam d1permc1 ke dalam syarat —
"._;__syarat unmk mempelal wamta dan bydra.z - syarat umuk mempe1a1 lakl iakl

-:'--Syarat - syarat mkah ini dapat dié,oiongkan ke dalam syarat meteml dan harus

'dipen_uhl agar dapat_meia_ngsungkan pe_rmkahan.

Syarat bagi calon mem'p'éiai laki — laki :

"y

. beragama Islam,

2. terang laki — lakinya { bukan banci ),
3. tidak dipaksa ( dengan kemauan sendiri ),

4. tidak beristri lebth dari empat orang;

5. bukan mahramnya bakal istri;
6. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal isterinya;
7. mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya;
3. tidak dalam ihram haji atau umrah.
Syarat bagi calon mempelal wanita :
1. beragama Islam;
2. terang perempuanuya { bukan banci );

3. telah memberi izin kepada wali untuk menikatkannya;

4. tidak bersuami dan tidak dalam masa idah;
5. bukan mahram bakal suami,
6. belum pernah dili’an ( sumpah li’an ) oleh bakal suaminya;

7. {erang orangnya,




___Larangan mkah diatur deman tegas d1 dalam Qur an IV 23

o Dan jauganlah kamu kawnm wamta yang teiah dxkawm; eleh----'
i ayahmu, terkecuali pada masa’ ‘yang te!ah iampau.. Sesungguhnya_-;_"

7. {perbuatan itu amat keji dan dlbencx Allah ‘Diharamkan atas: kamu_-ﬁ-::_}: S
iy mengawml 1bu - lhumu, anakmu yang perempuan, saudara lbumu_; SR
._yang perempuau, .anak perempuan dari saudammu yang

perempuan, 1bu yang menyusukan kamu, saudara perempuan e
" sesusuan, 1bu istrimu, anak istrimu yang' dalam pemehharaanmu_'_'- o
o dari istri yang  kamu campurl, dstri anak kandungmu, dan

5 perempuan yang bersaudara 22D N | o

' 'Larangan tersebut 31fatnya tetap, berlaku untuk selamanya, blia dllanggar maka R

. :perkawmannya adalah batal dan haram

C. Perkawmau Menumt Agama Kathelak .
1. Pengertian Perkawman T

qum_a_ Katholik menganggap nikah sebagai suatu sakramen. Gereja

Kath_olﬂs: mehd'a.sérkan'aj aran_ﬁya itu Ijada Al - Kitab surat %Efe.sus 5:25-133.

~Menurut agama Katholik jika itu diteguh%qan"di . geréja, maka nikah itu

akan masuk ke ” tata tertib alam atas . Dengan demikian ikatan cinta kasih suami

9 Ibid, hal 32
) Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur‘an dan Terjemahannya, ( Jakarta -
PT. Intermasa, 1936 ), hal 120




= __.__-Knstus sendlrl yang membuat perkawman ztu _menjad}_ sarana bag1 penyaluran'--

L --_'_':dan zsterl dlangkat ke tmgkatfyagg Iebih tmgg1 yaxtu ke da}am cmta Iliahl Artmyaf.ffﬂ'_ e

| thohk perkawman | aiah mempakan perjanjxan i

i _d;mana prla dan'wanlta membentuk antara mereka kebersamaan selumh hxdup,

dan

31fat kedratmya terarah pada kesejahteraan suam1 1str1 serta pada keiahuan_ o

g _;dan pendzdzkan anaknya dan oleh Kristus Tuhan perkawman antara orang orang S

yang dzbaptls diangkat ke martabat sakramen

'_ Darx tuhsan dx atas maka nampaldah bahwa perkawman I{athohk

: ber31fat monogam kekal dan sakramenta]

2. TH;{..... Pem awitian

Tujuan perkawinan menurui agama Katholik seperti yang tertulis pada

Kitab Kejz_idian 1 : 28 yang berbunyi :

o Beranak cuculah dan bertambah banyak, e 7. Dan pada Kitab

Kejadian 2 : 18 yang menyatakan : ” Sebab itu adalah tidak baik
Jika manusia itu seorang diri saja ™,

Ayat - ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa fujuan perkawinan

disamping untuk melanjutkan keturunan, juga supaya laki — laki dan perempuan

saling melengkapi dalam ikatan perkawingn.

3.

Sahnya dan syarat — syarat perkawinan

Sahinya perkawinan menurut agama Katholik adalah pernikahan yang

diteguhkan dan diberkati di gereja oleh pejabat gereja. Dengan syarat - syarat

sebagai berikut -




_maksudnya_kepada pastor plhak wamta atau plhak pna bila calon 1ster1 SR

: ,:dua buian sebelum pemlkahan calon mempeial memberitahukan -

'.calon mempe}al txdak tenkat tah perkawman dengan plhak iam S

-'-tldak ada hubun&an darah yang terlampau dekat _' _.

t1dak berdasarkan paksaan

. -prxa_be_;um_u_r mm_xm_al -}6 tahun dan wanita minimal 14 tahun;
‘6. setelah “perkawinan '.me_mimt_ hukum “agama selesai, pernikahan tersebut

harus dicatat di_Kant_or Catatan Sipil.

4. Larangan perkawinan

1.

umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai
wanita belum 14 tahun ( Kanonik 1083 : 1);

impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan ( Kanonik 1084 : 1);

. telah ada ikatan perkawinan sebelumnya ( Kanonik 10851 };
. salah seorang calon mempelai bukan Katholik ( Kanonik 1086 );

. salah seorang telah menerima tahbis suci ( Kanonik 1087 );

telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius ( Kanonik

e BN . X ]
0887

. Perkawinan Menurut Agama Protestan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup

antara seorang laki — laki dan seorang wanita yang meliputi baik jasmani dan




3¢

~rohani dengan cinta kasih yang total, terus — menerus dan diberkati oleh Kristus

Yesus.

Méﬁumt.agéma Protesté,n maksud dan tﬁjuan pernikahan adalah supaya
antara seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi
dan saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Karena Tuhan menghendaki
agar kedua insan tersebut menjadi saiu. Satu dalam kasth Tuhan yang abadi,

sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup.

3. Sahnya dan Syarat — syarat Perkawinan

Menurut agama Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. Pertama
aspek hukum negara atau undang - undang negara yang erat hubungannya dengan
masyarakat yang harus ditaati dan yang kedua aspek hukum agama yang harus
ditaati juga oleh perkawinan itu. Jadi pernikahan itu harus tunduk pada undang -
undang negara dan hukum agama, karena pernikahan itu merupakan soal agama,
sehingga pernikahan itu sah apabila menuruti baik hukum agama maupun hukum

negara,

Syarat — syarat perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut =

I. masing — masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan
pihak lain;

2. kedua mempelai beragama Kristen Protestan ( agar dapat di berkati );

. kedua calon mempelai harus sudah ” sidi ” ( sudah dewasa );

L]




B 4ham5dihadmduaomng bakSI e

5. disaksikan oleh jéinéa_t... -

o Segu_éi dengan Al kitab surat 2 _Korintué 6:14 yang menyatakan :

L Janganiah kamue merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan erang — orang yang tidak percaya %

E. Perkawinan Menurut Agama Hindu

Di dalam agama Hindu sumber keterangan tentang persoalan — persoalan

yang mengenai dunia dan manusia terdapat di dalam Kitab yang disebut Kitab

Weda, yang menurut keyakinan umat Hindu isinya diwahyukan oleh dewa yang
tertinggi kepada para resi, para Brahmana dan para guru.

Selain Weda, umat Hindu masih mengenal berbagai kitab lagi
diantaranya adalah kitab Manudharmasastra. Kitab inilah yang membahas
masalah perkawinan agama Hindu.

Menurut Manudharmasastra dikenal ada delapan cara perkawinan yang
terdapat dalam masyarakat, yaitu

i. Brahma Wiwaha, perkawinan dengan cara penyerahan seorang puiri kepada

seorang pria yang ahli Weda ( Manudharmasastra 11 : 27 );
2. Datwa Wiwaha, penyerahan seorang putri kepada pendeta yang diundang

untuk melakukan upacara ( Manudharmasastra 111 - 28 ),




T Rt

sap;. / 1embu dua pasang, sesuaz deng:,an peraturan dan K1tab Suc1 R

. Arsa W1waha penyeranan seorang, g.,adls untuk dikawmkan se’celah menerlma_ o

::(Manudharmasastra ﬂI 29 ) F

.:'.'Pra}apata Wlwaha penyerahan putn oleh seorang, ayah setelah mempelal :

_"'_dmaszhatl den‘g,an ayat : semoga karnu berdua melakukdn kewajzbanmu

. _ber_dua_ ’ dan _sete_la_h 'm_embe_r;kan -penghom_atan kepada mempeiai laki — laki

{ Manudhaxmasastr_a Ii:30);

. Asura Wiwaha, yaitu bila mempelai laki — laki menerima wanita calon

isterinya setelah terlebih déhulu ia memberikan harta sebanyak yang ia mampu
kepada mertuanya dan kepada calon isterinva sendiri sesuai dengan
kemampuannya sendiri ( Manudharmasastra IH 231

Gandhara Wiwaha, perkawinan yang didasarkan hubungannya suka sama suka

antara wanita dengan pria yang dicintainya { Manudharmasastra 111 ; 32 );

. Raksasa Wiwaha, pengambilan wanita dengan kekerasan dari rumahnya,

setelah keluarganya dibunuh atau dianiaya dan harta bendanya dirusak

( Manudharmasastra 1 : 33

. Paisaca Wiwaha, vaitu bila seorang laki - laki dengan diam - diam

memperkosa gadis yang sedang tidur, mabuk, atau tak sempurna pikirannya

{ Manudharmasastra {34,

Kedelapan cara melakukan perkawinan itu tidak semuanya boleh dilakukan

menurut hukum agama, karena diantaranya ada yang membawa pahala dan ada

yang dosa bila dilakukan. ( Manudharmasastra IIT ; 20 ).




39

Perkawinan sebagai salah satu aspek hidup yang selalu dicengkeram oleh
dukha, dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh adalah bersifat
_kebahagiaan duniawi, se&angkan_kebahagiaan tertinggi  adalah __n_irwana yang
unﬁzk niéri_capainya diperlukan pémadaman sémua kot{.)ran. bat.l.lih.,.térmasuk nafsu
seks,

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut agama Budha adalah ikatan lahir dan bathin dari
dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selama — lamanya
dan bersama - sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan
kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang.

Menurut ajaran Budha, dikenal 4 macam perkawinan di dalam dunia ini,
yaitu :

a. Raksasa yang hidup bersama raksesi, karena suami isteri itu adalah
pasangan yang hina dan berkelakuan buruk.

b. Raksasa yang hidup bersama Dewi, karena suami yang berkelakuan
buruk hidup dengan isteri yang berbudi luhur.

¢. Dewa yang hidup bersama raksesi, karena suami yang berkelakuan baik

hidup dengan isteri yang berkelakuan buruk.

d. Dewa yang hidup bersama Dewi, karena suami isteri merupakan
pasangan vang mulia dan berkelakuan baik.
Sudah tentu perkawinan Dewa Dewi inilah perkawinan yang berbahagia

dan dipuji oleh Sang Budha.
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~Z... Tujuan Perkawinan ..

-Tujuan pefkawinan menunit ajaran égama Budha 'adalah untuk mencapai .

- '_-kebahag,laan 1ah1r dan bathm balk_daiam kemdupa,n seka.rawr maupun kehzdupan :

o .-ya.ng akan datang, Kebahag,laan yané, dapat dzbayangz,kan oleh seseorang.:, adalah

lkatan perkawman yang sahng, men}ahn dan dijalin dengan benih cinta kasih dan

kasih sayang‘

3. Syarat—syarat Perkawinan
S}férat — syarat perkawinan dalam agama Budha yang harus dilaksanakan

agar perkawinan itu sah adalah sebagai berikut :

a. bahwa kedua mempelai harus saling menyetujui dan mencintai;

b.  satu bulan sebelum perkawinan harus mengikuti penataran yang diberikan
pandhita,

¢. umur kedua mempelal harus sudah 21 tahun atau ijin orang tua jika belum
berusia 21 tahun;

d. antara keduanya tidak berhubungan darah atau hubungan susuan;

e. tidak bersifat tali perkawinan dengan orang lain.

e

Larangan perkawinan

Dalam kitab suci Tripitaka tidak dibahas tentang aturan tata cara
perkawinan dan tidak dibahas mengenai larangan pernikahan. Namun agama
Budha menckankan agar suami isteri hidup rukun dalam suatu keluarga yang

bahagia dan sejahtera.




| .BAB HE . |
- PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA.

| Bangsa 1nd0n631a terdm dam belbaga1 suku bangsa dan berbxcara daiam
berbagai macam bahasa daerah serta mempunyai dan meyak:m bebera}ﬁa agama
dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi merupakan satu kesatuan
yang bulat. 2
Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa 'deng.an adanya
keanekaragaman suku, bahasa, agama dan kepercayaan ini, maka terdapat

perbedaan fundamental diantara warga negara Indonesia didalam hukum dan

kebiasaan -~ kebiasaan yang berdasarkan pada perbedaan latar belakang
kebudayaan dan adat 1stiadat.

Dengan adanya usaha unifikasi di berbagai bidang hukum diharapkan
dikemudian hari rakyat Indonesia akan mdup dibawah satu sistem hukum yang
berlaku sama untuk seluruh negara Indonesia.

D1 dalam bidang hukum perkawinan, setiap agama yang ada dan dianut
oleh warga negara Indonesia mempunyai peraturan fenfang syarat dan tata cara

pelaksanaan perkawinan vane berbeda satu dengan vang lainnva.

Agama — agama vang ada dan dianut di Indonesia, yaitu agama Islam,
Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu, masing — masing mempunyai peraturan —
peraturan, syarat — syarat, dan tata cara pelaksanaan perkawinan,

Perkawinan yang dilakukan antara orang — orang yang mempunyai

agama yang sama tidaklah menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yang




-~ menjadi persoalan atau yang akan menimbulkan masalah ialah perkawinan antara

. orang - orang yang mempunyai ‘agama yang berlainan sati dengan lainnya.” -

airian-"aga;na'.in_il__ah':}'éing3ki

.sebut _'dengan perkawman antar umat: yang berbeda agama yaxtu suamii_:

S '-mempunyal agarna yang berbeda ."dengan acrama yang dxanut 31 1ster1 }adl -

N 'perkawman antar umat yang berbeda agama 1n1 zalah 1katan lahzr dan bathm antara_fg' s

' seorang pna dan seorang wamta dlmana mereka menganut agama yang berbeda':- L

:..:satu dengan yang Iamnya d1 dalam suatu perkawman Beberapa sarjana'f'-

'.__'r__mendeﬁmsikan perkawman antar agarﬁa 1m. sebagai suatu 1katan lah,lr bathln !
énfara éedrang pria .d.an. wamta. Qang karena berbeda agama. menyebabkan:
' ..;er.sar.lgkutnya dua peraturan yang beriamaﬁ mengeﬁm éjarat - syarat dan tata cara !
o pelaksanaan perkawman sesual dengan hukum agamanya masmg - masxﬁg,

: dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke—Tuhanan: '

o o Yang Maha Esa

Perkawman antar ‘umat vang berbeda agama ini terjadi karena calon
suami dan calon isteri menganut agama yang berbeda satu dengan lainnya, dan
~tetap memegang teguh agama atau kepercayaannya itu baik sebelum menikah dan

terus sampai mereka menikah,

Pada wakiu sekarang ini memang cukup banyak pasangan yang menikah
dengan agama suami dan agama isterinya yang berbeda. Hal semacam ini banyak

kita temui di dalam masyarakat kita yang heterogen, dan seakan - akan telah

™ Rusli dan R Tama, ” Perkawinan Antar Aoama Dan Masalahnya ”, Cetakan 1, Shantika
Dharma, 1984, hal, 17




menjadi suatu hal yang tldak akan rnemmbulkan masalah lam padahal tldalc_ BT -.

e dem1k1an kenyataannya L.aiau klta sehd1k1 Ieblh da.lam mengenai perkawman antar S

:..-{'_:aga_ma._nm. e B L e

8 B ?erka#inan :'Anta:"_ Umat Beragama Islam Dengan. Umat_-Beragama

Kristen

1. Pe_rkawinan Antar Pemeluk Agama Ménurut Hukum Islam
_P_erkawinan.menur_ut. agama Islam, _ialah--pelaksanaan, peningkatan dan - -
penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan aﬁt_ara dua jenis manusia,
pria dan wanita vang di{akdi:kan oleh Allah satu sama lain saling memerlukan
dalam - kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam
hubungan seksuil, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan
kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi keselamatan keluarga,
masyarakat dan negara serta keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan di

dunia maupun di akhirat. **
Menurut agama Islam, proses hubungan seksuil manusia harus berjalan
dengan semangat kerukunan dan kedamaian dengan menghormati hak — hak asasi

manusia sebagai insan — insan sederajat antara pria dan wanita, untuk menempuh

kehidupan yang baik di dunia,
Karena perkawinan adalah merupakan pelaksanaan, peningkatan dan
penyempurnaan ibadah kepada Allah, maka agama Islam melarang perkawinan

antar agama, terutama lagi perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria

2 Tbid, hal. 19




 vang bukan Islam, hal ini disebabkan oleh karena wanita bersifa lemah hati dan
o ;ﬁudah _t_érs'ihgggng'_pﬁéféig;aeiﬁﬁya serta }caféga_:keﬁghyak_an.wai;ité bgr_éd_a di bawah

 kekuasaan pihak laki — laki, make dikhawatirkan wanita Islam itu murtad 5

~ meninggalkan Islam.

. Délé’m _haI berkaﬁvi_na_n :ant_ar pemélgk_ égainé_ 1n1 .d:.ép_a't k_ita_-lihd_t__dalam_ Al |

Qur’an surat Al — Bagarah ayat 221, surat-Al — Maidah ayat 5 dan surat Al —

. Mumtahah ayat 10, 'serta_ Hadist Nabi Muhammad SAW.

- Terjemahan dari surat Al — Bagarah ayat 22] yang bunyinya sebagai

berikut: -

? Janganlah kamu kawini perempuan — perempuan  yang
‘mempersekutukan Tuhan { Musyrik ) sebelum mereka beriman, dan
sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik
dari perempuan - perempuan musyrik itu, biarpun kamu suka

padanya, dan jangan kamu kawinkan perepuan — perempuan yang

beriman dengan laki — laki musyrik, sebelum mereka beriman dan
sesungguhnya hamba sahaya laki — laki yang beriman lebih baik
dari laki — laki musyrik, biarpun kamu suka padanya. Orang —
orang itu memanggilmu ke neraka, tetapi Allah memanggil ke surga,
kepada ampunannya, dan menjelaskan keterangan — keterangannya
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran ”.

Dari Al Qur’an surat Al - Bagarah ayat 221 tersebut di atas dapat ditarik
kesimpulan yaitu :

a. Jangan kamu kawini wanita musyrik, hingga ia beriman;

b. Jangan kamu kawini laki — laki musyrik, hingga ia beriman;
¢. Orang musyrik itu membawa kamu ke neraka, sedangkan Tuhan

membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan,

3 Thid hal 24




Al Maldah ayat

Namun dalam surat A‘i Ma1dah ayat 5 menwhalalkan perhawman antara ) -

Yang tez]emahannya adalah sebaga1 benku B

- Ckamu Ll
B .-:Wa.laupun dala@ sufat Al Maidah ayat 5 menohaléikéﬁ pérka‘.v;mén
| antara.lakl Iakl mushm dengan wamta ahil kitab tetapl ketlka Syaldma Umar
.""bm Khatab' terpihh sebaga: Khahfah yang kedua meng anukan Khahfah yang
jpertama Syaldma Abu Bakar Szddzk behau melarang perkawman atau permkahan
| 'antara lakx 1ak1 mushm dengan perempuan ahh kitab, behau pemah menyuruh
sahabat — sahabat Nab1 yang beristenkan ahli — ahh kitab untuk menceraikannya.
Namun demikian, bolehnya mengawini wanita — wanita ahli kitab ini
tetapi hal itu merupakan tukhsan ( keringanan hukuman ) artinya perbuatan yang
membahayakan keimanan ini dipefboléhkan dalam keadaan .luar biasa dan
kebutuhan yang luar biasa pula, sebab pada akhir ayat tersebut di atas terselip
peringatan bahwa kawin dengan wanita non muslim bisa mengancam keimanan.

Kemudian dapat kita lihat akhir dari ayat tersebut di atas -

” Maka hapusiah amainya dar dibari akhirat termasuk gramg —

o -.;lakl lakx islam dengan wamta wamta ahh kltab Dasar hukumnya adalah surat: "

LT : vamt. ng me_ﬂjaga;- _ehormataﬂf.
_dmntara wamta yang -iaernman dan wamta —4-Wamta ‘yang menjaga -
o -_._kehermatan dxantara orang erang yang dxbem AE Kltab sebelum.

OFang yang merug: .

Walaupun laki — laki muslim dapat mengawini wanita — wanita ahli
kitab, akan tetapi wanita muslimah tetap haram untuk dikawini oleh laki — Jakj
ahli kitab, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an surat Al - Mumiahah ayat 10

yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :




7 Mereka (wamta wamta mukmmah ) t:ada halai bagn arang kaﬁr-:--- SR

nm dan orang kaﬁrm tiada haﬂal bagl mereka T

_ Menurut pandangan Ma}ehs Uiama Indones:a daIam Keputusan e
s 'Musyawarah Uiama indones;a "':Nomor OSIKep/Munas H/MUI/1980 Tanggai_. i

I Jum 1980 tentang Fat\xfa yano menetapkan pada angka 2 tentang perkawman :

” antar uma’c beragama bahwa

1. Perkawmén antara wanita muslimah dengan laki — Iaki non musli_m ada_lah

E haram hukumnya. |

2. Seorang léki —laki muslim dihaf_arnkan mengawini wanita non muslim.
Tentang pe_:rkawina,n antara laki — laki muslim dengan wanita ahli kitab

terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa nafsadahnya

lebih besar daripada masiahatnya, maka MUI memfatwakan bahwa perkawinan

tersebut haram hukumnysa, hal ini juga termuat dalam Instruksi Presiden No. 1

Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Isiam di Indonesia.

2. Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Agama Kristen
2.a. Agama Katholik.
Dalam agama Kristen terdapat dua aliran yaitu Katholik dan Protestan,

akan tetapi walaupun terdapat aliran — aliran dalam agama Kristen, sumber ibadah

dan tata cara kehidupannya tetap berdasarkan pada Al — Kitab, baik Kitab
Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru. Dasar keimanannya yaitu percaya
kepada Ketritunggalan : Allah Bapa, Allah Anak, dan Rohul Kudus. Ini semua

tertuang dalam ajaran Al - Kitab, namun demikian dalam beberapa hal ada




m;fperbedaan Sedlklt daiam menafmrkan ajaran Al Kltab ini, Perbedaan tersebut

B -dapa’t klta hhat dalam a} aran mengenal perkawman

Hukum agama Kathohk merumuskan perkawman sebagaz perjanjlan'__:'-'"."--;.'f-."-:.__'_

o _perkawix.le.m. dimana .pna dan.u}amta membentuk antara mereka. kebersamaan_
: -selufﬁh h1dup Dan s1fat kodratz—Nya terarah i)éda I\.ésejahteraan suéml rsteﬁ serta
.pada kelahlran dan pendxdlkan anak Oleh Knstus Tuhan perkawman érénc -
.orang yang, d1bapt1s d1an0kat ke martabat sakramen Dari rumysan tersebut maka
'na_mpaklah bahw_a perkawin_z;n_ Katholik bersifat ~ monogam, kekal dan
'sakra_mental.
Menurut pandangan dari Al - Kitab, bahwa perkawinan secara agama
Kristen adalah sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan dan perkawinan
sebagai peraturan monogami, bahwa perkawinan yang digambarkan dalam
Al — Kitab sebagai suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki — laki
untuk seumur hidup.
Perkawinan sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan yaitu
perkawinan sebagai tata tertib suci, yang ditetapkan oleh Tuhan Khalik langit dan

bumi.

Agama Katholik memandang bahwa perkawinan yang ideal adalah
perkawinan antara umat seagama, hal ini berdasarkan surat Efesus pasal 5 ayat 22
sarapai 23 vang berbunyi

? Wahai isteri tundukiah kepada suamimu seperti kepada Tuhan,

karena suami adalah kepala isteri seperti Kristus adalah kepala
Jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh »,




- Dari surat Efesus di atas agama Kathbl_ik _'rﬁénganjurkan agar seorang |

isteri harus tunduk k'epada.sﬁémiﬁya_ Tunduk_kép'a&éfsﬁ_aﬁii berarti harus funduk o

‘pula pada agama yang diyakini suami

| 2b AgmaProwstan

| ..:Pand_a.ng_ar.i_. agama Protestan me;;g.e_na_i _Iper._kawinan dimulai dengan
- melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka
memaﬁdéng pernikahan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan Tuhan.

Firman Tuhan:

”” Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan
penolong baginya yang sepadan dengan dia ”. {( Kejadian 2 : 18)

” ... dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada
manusia itu ”. { Kejadian 2 : 22 )

* Lalu berkatalah manusia itu : Inilah dia, tulang dari tulangku dan
daging dari dagingku ..... ”. { Kejadian 2 : 23)

? Sebab itu seorang laki — laki akan meninggalkan ayahnya dan

ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanmya menjadi

satu daging . ( Kejadian 2:24)

Berpegang kepada firman Tuhan tersebut, umat Protestan menafsirkan
bahwa perkawinan anfara seorang pria dan seorang wanita sejak semula telah

diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendakNya. Agama Protestan tidak

memandang pernikahan yang ditegsuhkan di Gereja sebagai suatu sakramen.

Seperti yang telah ditulis terdahulu dalam bab II bahwa menurut
keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itv mempunyai dua aspek. Pertama, ia
merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara,

karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang — undang negara ; kedua,
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___p_e_rl;awin__a_,n_ a_gial_ah _memp.akan._so_a_l agama, yang harus .tu__ndtik -pada ..hukum I

' agama.'

R Dua aspek d1 atas dldasarz oleh surat T:tus pasal 3 ayat 1 yang berbunyx

T Ingatkaniah mereka supaya mereka tunduk pada pemermtah dan'_ R
o orang orang yang berkuasa, taat dan saap untuk melakukan setnap_ _

pekerjaan yang balk e

Tunduk kepada pemerintah bera_rti tunduk pula pada peraturan — peraturannya,

dan apabila undang — undang yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mengatur

mengenal masalah perkawinan antar pemeluk agama, maka sudah pasti agama

Protestan juga tidak memperbolehkan perkawinan itu. Oleh sebab itu, maka
Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan apabila belum
diberkati di Gereja, dan syaratnya agar perkawinan itu dapat diberkati di Gereja

haruslah kedua mempelai itu beragama Kristen Protestan.

3. Perkawinan Antar ?emeluk Agama Menurut Para Ahli Hukum

Undang — Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di dalamnya tidak ada diatur mengenai perkawinan
antar umat berbeda agama, padahal kedua peraturan tersebut diakui sebagat

hukum positif. Lalu bagaimana dengan orang atau pasangan yang ingin menikah

namin AZAMANYa ]’\Prhpdg Digini mgmlg}s l;d-q I-I—mt P 1 adanean bb’ﬁclapd abit

GRE k.;&uuv.u

hukum,

a. Sehubungan dengan bunyi pasal 2 ayat | Undang — Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 yang menyatakan ” Tidak ada perkawinan di luar hukum masing -
masing agamanya dan kepercayaannya itu 7, maka Prof Hazairin SH.

berpendapat bahwa




N Bagl orang Islam tldak ada kemungkman untuk kawm melanggax‘--" -
hukum agamanya sendm Demnkaan _;uga bagl orang Kristen, Hmdu R
dan Budha BB _ _

' o b Menurut Ichtlanto S A SH

" » Isiam sebagaln agama dan keyakman melamng terjadmya :katan';:':g_-_"'_ '

_ -_-_perkawman yaug “berakibat hancumya keyakman agamanya;:
_‘Perkawinan - orang Isiam dlharuskan berdasarkau agama, untuk -
"mengembangkan dan - berada dalam agama - Oleh. . karenanya_-

tindakan pengadaan perjanpan perkawman merupakan amal saleh. -

Al Qur an surat Al — Maidah ayat 5 membolehkan laki — laki Islam
~kawin - dengan wamta thabiyyah ‘Sesuai ukuran yang drtegaskau'
‘dalam ujung ayat 5 surat Al — Maidah tersebut, perkawinan itu

" tidak boleh berisi pengmgkaran terhadap nilai — mlal ke-Islaman, -

sebab " barang siapa yang kawin berakibat ‘goncang iman Islamnya,
"maka termasuk orang yang merugl dan akan masuk neraka ”, 26

C. MenurutAB Lubas SH

2 Islam tidak . mengenal larangan perkawinan karema perbedaan
Kewarganegaraan atau perbedaan hukum adat, tetapi melarang
umatnya melakukan aqgad nikah dengan orang yang bukan
Islam . 27)

d. Menurut M. Nxsan, hasil wawancara

% Menurut Al Qur an wamta Islam d:larang kawin dengan pria non
Isiam, sedangkan pria Islam holeh kawin dengan wanita non Islam,
tapi akan sangat beresiko karema kawia beda agama akan
membahayakan keimanan dan akan membahayakan perkawinan itu
sendiri. Olek karena itu perkawinan yang paling baik bagi Islam
adalah perkawinan dalam satu iman, yaitu iman Islam », 2

e. Menurut Pendeta Bili S.T.H, hasil wawancara :

” Dasar dari perkawinan agama Protestan adalah satu di dalam
Kristus, jadi tidak diperkenankan kawin beda agama. Apabila ada
perkawinan antam umat Protestan dengan umai non Profestan, itn

* Hazairis, Tinjauan Undang — Undang Perkawinan No. /1974, Jakara - Timtamas, 1975,
Cetakan I, hal, 5

9 H. Ichtianto. S.A, Aspek -~ Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan
Campuran Departemen Kehakiman, BPHN, Jakarta, 1993, hal, 153
? AB. Lubis. SH, Hukum Perkawman Campuran Di Indonesia, Departemen Kehakiman,
BPHN, hal, 5

* M. Nisan, Salah Seorang Staf K.U.A dan Tokoh Masyarakat di Depok.




s

bukan berarta perkawman xtu dnperbolchkan, : meiamkzm :itil-;
hanya!ah kermganan yang dibenkan gieh Gereja », 29 ORI

: f Menumt Pastur Gatot hasﬂ wawancara o

_":__"’ Agama Katholak pada hakekatnya meiarang umatnya kawm
"-:dengan umat selam Kathol;k karena perkawman yang sah adaiail

| _dahhat darl keadaan masyarakat yang hldup secara membaur,
bersifat heterogen, maka Gereja Katholik ‘memberi keringanan
'_dengsm syarat dlspensam akan diberikan apabaia yang bukan -
Katholik bersedia mendidik anak - anaknya menurut agama
'Katholnk ‘dan tidak akan menghaiang: yang beragama Kathohk
melaksanakan amannya « 30 _
Dari pendapat di atas dapat dlsxmpulkan bahwa tldak ada satupun agama
yang membena.rkan bahwa perkamnan beda ‘agama itu bauk Karena dalam suatu

rumah tangga tidak akan memungkinkan berbahagia apabila terdapat dua agama.

4. Pelaksanaan Perkawinan Antara Umat Yang Beragama Islam Dengan
Umat Yang Beragama Kristen Dalam Prakiek
Sesuai dengan Undang -~ Undang No, 1 Tahun 1974 pasal 1 yang
menyatakan
” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan twjuan membentuk

keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ke~-Tuhanan Yang Maha ¥sa .

im________mm",MW",W,,_,M,iimwmmmipﬁmmmahmpm&a&k@l@a&ga@%g«%ahagia;@d%{—amaffal:aﬁmwwww“'"

sebaliknya.
Undang ~ Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif memang tidak mengatur

*) Bili. Sth, Salah Seorang Pendeta Gereja Protestan ( Gereja Kristen Oikoumene )
*® Gatot, Salah Seorang Pastur Gereja Katholik ¢ Gereja Santo Paulus )




. kebx;aksana,an yang d;benkan oleh Hakim melalui keputusannya dengan berbagal S

] .mengenen perkawman beda agama supaya t:dak menjerumuskan sua‘m-- :_-
e ___.perkawman ke dalam pembemukan keiuarcra yanc tidak bahagxa. SR

L hka ada pnrkawznan s..macam 1m dzia;{sanakan d1 quoneSIa 1tu adaiah: S

= N _pertlmbangan

. S@Peﬁl_ -gpl};oh_kas.usi d1 b..éWE_i:h 1111 :

_'l."Pe.x;lét:'z:q.)an”.'Pen'gadilan. 1Nege.ri .Iakarté. Seiafén Tanggai 2 Mei "19.86 '
" No. 238!Pdt/P/ 1986/PN. Jkt. Sel, oieh Haklm Ny. Endang Sri Kawoex}an SH.

Hak1m Ny. Endang Sn Kawoerjan SH daiam memenksa dan

-memutuskan perkara permohonan yano diajukan oleh Jamal Mirdad, seorang

laki — laki beragama Islam untuk menikah dengan seorang wanita bernama Lidya

Elizabeth Kandou beragama Kristen, telah mengabulkan permohonan tersebut dan

memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor

Catatan Sipil. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan tersebut antara

lain adalah sebagai berikut :

a. bahwa Pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta menganjurkan Pemohon untuk
mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar

Pemohon mendapat surat- keterangan vang dimaksud pasal 60 ayat (1

Undang — Undang No. 1 Tahun 1974;
b. bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini mempunyai pendapat bahwa pasal 60
ayat 1 Undang —~ Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak dapat

diperlakukan bagi Pemohon sebab Pemohon akan menikah dengan Warga




N_egara Republ_ik_lndone;_s_ié walaupun lain agama yaitu beragama Kristen,
- sedangkan Pemohon beragama Islam;
-¢. bahwa perkawinan yéng.diméksud_ dalam pasal 60 ayat (1} Undang ~ Undang |

'.iRep;ibli}i__In_dQﬂﬁsia No. 1 Tahun 1974} adalah s_éperti yang dijela_s_kan dalam.

pasal 57 Undang — Uﬁda:ng' :ﬁép.ﬁblik..lh&onés}; No. 1 Tahun 1974, yaiti; yang e
dimaksud perkawinan campuran dalam undang — undang ini adalah
pe_rkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia,

d. bahwa Pemohon karena perbedasan agama dengan calon isterinva yang
beragama Kristen adalah tidak termasuk dalam perkawinan campuran seperti
yang dimaksud dalam pasal 57 Undang — Undang Republik Indonesia No. 1
Tahun 1974 sehingga tidak dapat dipakai alasan dari pasal 60 ayat (1)
Undang — Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 bagi Pemohon;

e. bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk
memberi ijin menikah kepada Pemohon, untuk menikah di Kantor Catatan
Sipil, dengan memperhatikan pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 dari Staatsblad 1898
No. 158 Regeling Op de gemengde Huwelijken jo pasal 66 Undang — Undang

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974,

Hakim Ny. Endang Sri Kawoerjan, SH berpendapat bahwa ” perkawinan
antar agama ~ tidak diatur dalam Undang — Undang No. ! Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum melalui pasal 66




s

' -Undano - Undang No. 1 Tahun 1974 tetap memperlakukan ketentuan perkawman___ R

.' jcampuran ( G H R ) Regelmg Op de gemengde Huwehjken 3 '; _ -

__;_.-'Pembahasan S |

. l .:Pencﬁékén dan .Ka.nfor. Ca.tai.:.anﬂ Slp.ll m.eméﬁg.bei.lar dlget;z.ﬁ.al.ca.ﬂ“}%aréna sésﬁa; }I

| dengan pasai 60 aya’e (1) Undancr _—»-Undang No 1 Tahun 1974, harus_
-mempunyai surat keterangan untuk melakukan perkamnan campuran

2. Tapi Pengadl}an Negen tidak sependapat karena mereka yang akan kawin

bukan beda kewarggn_eggr_a,a_n melainkan beda agama sedangkan mereka
kedua — keduanya berkewarganegaraan Indonesia.

3. Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak
termasuk pasal 57 Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan
campuran, sehingga pasal 60 ayat (1) Undang — Undang No. 1 Tahun 1974
juga tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengijinkan perkawinan mereka.

4. Perkawinan itu akhirnya ditjinkan oleh Pengadilan Negeri untuk dilakukan di

Kantor Catatan Sipil.

2. Ir. Setiawan Budihartono Ambardy dengan Ir. Tiara Ariyani Mangkuratmadija.
Ir. Setiawan Budihartono sebagai Pemohon adalah laki - laki beragama

Islam. Ya ingin melangsungkan perkawinan dengan Ir. Tiara, seorang wanita

beragama Kristen Protestan.
Pemohon berkeinginan perkawinannya dilangsungkan di Kantor Catatan
Sipil. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri

( Jakarta Selatan ) agar memberikan keputusan berupa pemberian ijin untuk




o _-___';melangsungkan perkawmannya dz Kantor Catatan Slp11 Iakarta Pertzmbangan -

i f.-_-hukum yang menjadl penetapan adalah i :

o a bahwa kedua beiah plhak_teiah mendapat persetujuan dan_orang tua masmg — L

: b :bahwa Pemohon telah menyerahkan surat —-surat keterangan yang dtbutuhkan
o .ﬁf;;;'_:bahwa pegawal Catatan Slpﬂ J’akarta menyatakan bahwa tldak dapa‘t »

. melanosungkan perkawman di Kantor Catatan Sipll mencmgat Pemohon S

_adalah beragama Islam

d -bahwa sahnya perkawman apabﬂa dliakukan menurut huk:um masmg masmg

o agamanya -dan.kepercayaannya sesua1 dengan -pasai 2 ayat -(1) Undang ~

_ _'Undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapx dalam hal ini Pemohon yang beragama
Islam dan calon isterl yang beragama Kristen bermaksud untuk menikah
menurut adat kepercayaan me;eka dan mencatatkan perkawinan mereka di
‘Kantor Catatan Sipil;

e. bahwa keinginan mereka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk
memberi 1jin nikah pada Pemohon di Kantor Catatan Sipil Jakarta, dengan
memperhatikan pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 dari Stb. 1898 No. 158 jo pasal 66

Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1574.

Pengadilan Negeri menetapkan :
1. Member1 ijin kepada Pemohon uniuk melangsungkan perkawinannya di Kantor

Catatan Sipil.




o lsg

2

Memermtahkan kepada Pegawai Kantor Catatan S1p11 dx Jakarta untuk. L

mencatatkan perkawman mereka menurut daﬁar perkawman yang berlaku bagl B

mereka

Berdasa.rkan surat Penetapan Pengadﬂan Negen ( No 549/Pdt/P/1987/ i

_-'-PN Ekt Sel ) mﬂah perkawman antara Ir Setlawan Bud1hartono Ambardy_ o

o '_'-'d_eng_an I '-Tl_ara' Ariya_m _Mangkuratmgdja“dapat "dllangsungkan 'dan dic_atat di

~Kantor Catatan Sipil. -

Pembahasan ;

1.

]

W

Qrang tua kedua belah pih;_a.k sudah .setuju dan surat — surat keterangan juga
sudah diserahkan. .

Penolakan Kantor Catatan Sipil benar, karena Pemohon beragama Islam.

Tapi karena perkawinan mereka akan dilangsungkan menurut adat
kepercayaan, maka Pengadilan Negeri mengijinkan perkawinan mereka

dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.

. Disamping kasus yang memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ada juga

kasus yang memperoleh penetapan dari Mahkamah Agung, vaitu kasus

perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik

~ Nelwan,

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 20 — 1 — 1989 Reg. No. 1400
K/Pdt/1986.

Andy Vonny Gani P. adalah wanita beragama Islam yang telah

mengajukan permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan

Adrianus Petrus Hendrik Nelwan laki — laki yang beragama Kristen Protestan




| kepa da Kantor Urusan Agama ( KUA ) namun KUA menolak dﬂaksanakan:.ﬂ_- '.
. perkawman ?emohon dengan alasan berlaman agama Kemudian dengan maksud : : )
__ _':.'_Yang sama. Pemohon telah pula menghadap Kantor Catatan Slpﬂ akan tetapl e
. _perka,wman yang d;maksud te‘sap dﬁ:olak dengan alasan yancr sama Begitupun
o i -.: _' setelah menghadap Pengadilan Negerz ] akarta Pusat m‘dksud Yﬂﬂg sama juga tetap_ o

- N -dltolak dengan menguatkan alasan yang ditetapkan oieh KUA dan Kantor Catatan -

-+ Sipil.

. .Sampai akhirnya P;emqh__on mengajukan ke Mahkamah Agung dan
dikabulkan dengan pertimbangan : |

a. pasal 21 ayat (4) Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang
perkawinan calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi
hanya mengatur bahwa Pengadilan berhak memilih dengan menguatkan
penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan KUA atau memberi jin untuk
melangsungkan perkawinan;

b. bahwa ternyata pada saat pemberitahuan ADRIANUS PETRUS HENDRIK
dan ANDY VONNY GANI akan melangsungkan perkawinan, mereka telah
berumur lebih dari 21 tahun,

¢. bahwa ada surat pemnyataan dari Drs. Andy Gani Parengi, sebagai ayah

kandung ANDY VONNY GANI yang memberi ijin / persetujuan anaknya

untuk melangsungkan perkawinan dengan ADRIANUS PETRUS HENDRIK
NELWAN;
d. bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara

Islam;




e bahwa Pemohon suaah tzdak menghuaukan lag,i stdtus acamanya ( agama

Sl :-Isldm } sehmg&a pasal 8 suo f UU No 1 1ahun 1974 tlaak 1a§,1 mempakan_[ .f R

- i-.__'..f.:;..haiang,a’l untuk_dzlang,sungjkan perkawman y'ang mereka keheﬂdaki,__ _dan daiam'_i ";

S _'.'Z_I\eadaan hal demxkian maka Kantor-Catatan Slpli seba;;.al satu = satunya 1sian31_ SR
yang, berwenang untuk melanﬂsuné,kan perkawman yang,, kedua calon suaxm

'__.1ster1 tldak beragama Isiam de1b menerlma permohonan Pemohon '

o f bahwa dengan dem1han maka penolakan Kantor Cdtatan Slp:l untuk

meiang,sungkan perkawman antara Pemohon dengan ADRIANU S BETRUS
: HENDRIK NELWAN _ndak .dapat dlbe_r_iar_i_{an, oleh:karenanya_hams dibatalkan
dan .Mahkar:né_h A.gung'éi.c.an .rri_é_r:igabt#ikan: p.erm(.)hoz.lar_l. kasasi untuk sebagian.
ol S o I o

Yang harus diperhatikan, pertimbangan Mahkamah Agung itu memang

penar, khususnya pertimbangan ke-5 ( lima ), yaitu Pemohon sudah tidak

menghiraukan agamanya lagi, dengan demikian kedua calon mempelai itu sudah

tidak ada lagl yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil sebagai istansi yang

berwenang melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara
suami istert yang tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.

Dari kasus ~ kasus di atas dapat dilihat, walaupun sudah dipakai

Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang mengatur
mengenal masalah perkawinan, namun ketentuan dalam GHR ( peraturan
perkawinan campuran ) masih dipakai, sehingga biasanya dengan melalui

penetapan Pengadilan Negeri bagi pasangan beda agama vyang ingin




. m@}_ﬁﬁgéﬁngkaq perkawman dapat dﬁaksanakan dan .dicaﬂ_tat_'f:dij"K_a'.ntor Catatan =~

| "s'i;si_l}"* g

Namun semenjdk kasus R kasus semacam itu seungkah terjacu dan S

P __..-'dzrankan bahwa Undang, = Undan,g, No 1 Tahun 1974 kurané, diabaikan dan' R

i setzap kah kasus perkawman antar umat berbeda a,g,ama 1tu texjadi Kantor Catatan
"Szpﬂ selaiu agadikan Iembag,a untﬁk méncatatkan perkawman semdcam ifu oleh
| Penga_d_i_l_an Neg.e.r_ijy_ang_JHStm_Sebﬁnarnya-ber_tentangan_ d_engan U_.I_ldang — Undang
No. 1 Tahun 1974, maka mulai tahun 1991 Kantor Catatan Sipil mempertegas tata
cara peiaksanaan pencatatan :nik_ah deﬁgan cata apabila .éuami isteri ingin
menéafa_tkén perﬁikahannya hér_ﬁé ada surat pemberkatan nikah bagi vyang
beragarn_a Protestan dan Katholik dan surat tanda sudah disahkannya perkawinan
darl pemimpin agamanya bagi agama Hindu dan Budha. Kalau tidak ada surat
pengesahan itu, maka Kantor Catatan Sipil akan menolak dan tidak akan
mencatatkan. Itu sudah menjadi syarat mutlak bagi pencatatan nikah di Kantor

Catatan Sipil, Hal i terbukti pada kasus dalam tahun 1991 di bawah ini

Rr. SRI. YOGI SUDININGSIH, BA, beragama Islam ingin

melaksanakan perkawinan dengan ANTHONIE CORNELIS bera&ama Krlsten di

Kantor Caf:atan Sipil dengan tidak merubah agamanya masing — masing
Permohonan itu ditolak oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta walaupun telah
melengkapi syarat — syarat yang telah ditentukan oleh Undang — Undang Mo. 1
Tahun 1974, Lalu para pemohon membawa kasus ini ke Pengadilan Negen

Jakarta Barat dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikabulkan supaya Kantor




'__'__Catatan Sxpd blsa mencatatka.n namun Kantor Catatan Sxpd tetap menolak_]:.._.f_.-_

| -..'._-'keputusan Pencadilan Neoen Jakarta Barat 1tu Kemudxan para Pemohon'_'_%:"-' o

menggugat Kanﬁ :'r_'__' Catatan Sxpﬂ Le ’Pencadlia'

Tata Usaha Negara oleh':_f_,.j:-:__::{..._

o : Pengadilan Tata Usaha 'Negara dliuruskan bahwa t1dak ada aturan yang mengatur"_f;-’f?'f:}.'. -

- .'__bahwa Pengadllan Jakarta Barat dapat memermtahkan Kepala Kantor Catatan. o

U S1p11 untuk melaksanakan perkawman, dan juga dxiuruskan oleh Majehs Hakzm_ o

Pengad;lan Tata Usaha Negara bahwa keputusan Mahka,mah Agung tanggal 20 -

B - Januar: 1989 yang selama ini dljadikan yurlsprudensz dalam perkara tersebut eleh S

_ pxhak penggugat adalah bermfat kasuxstxs Kes:mpulannya Pengadﬂan Tata Usaha o

o Negara sependapat dengan penoiakan Kantor Catatan Slpﬂ .

' Hinggé. sé.ét ini Kanfof Ca.tatén Sipil tetap berpegang teguh pa(ia
‘pendiriannya dengan berpedoman padg Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 dan
.' __.Peratu_rar_l ?emé;i_p_tah No. 9 Tahun 1 975,_j_ug_a_dipe{kuat lagi .dgggan Keputusan
fresiden No. 12 Tahun 1986 iyang deﬁgan tegés ményatakan_ baﬁwa tugas dan |
fungsi Kantor Catatan Sipil adalah mencatat perkawinan yang telah sah menurut
agama selain agama Islam.

Jadi dengan ini sebenarnya jelas sekali bahwa baik Peraturan Tentang

Perkawinan { GHR ) maupun Undang — Undang Perkawinan Kristen Indonesia
( HOCT ) sudah tidak dapat dipakai lagi sesuai dengan Undang - Undang No. 1

Tahun 1974 pasal 66 yang menyatakan :

*") Berdasarkan wawancara dengan pihak Kantor Catatan Sipil, sejak itu Pengadilan Negeri
manapun tidak pernah mengijinkan lagi pelaksanaan perkawinan antar agama,




RN S

_:' “ "{Jn‘iuk perhawman dan segala sesaam yang berhubungan {iengan o
j_perkawman berdasarkan atas. undang - undang ini, maka dengan

__-.'daiam Kntab Undang - Undang Hukum Perdata { Burgerhjkf _
L “Wetboek ), Ordonansx Perkawinan: lndenesxa Krnstem ( Huwel:jhs”_ T
_'-"Grdonanixe Chrgstenf”lndanesxers 8. 1933 No. 74 ), Peraturan
-_'__'-';Perkawman Campumn { Regehng op de gemengde Huwehjkenﬂ .
:8.1898 No. 158 ) dan peraturan — peraturan lain- yang ‘mengatur
' tentang perkawman sejauh telah. dlatm- dalam undang undang mx,
'dmyatakan tldak berlaku “.' R : :

' Undang Undanﬂr No i Tahun 1974 Tentang Perkawman diakui sebagai

satu ~ satunya ‘hukum posmf dan tldak mengatur mengenai perkaw111an antar

‘agama. Oleh karena itu perkawinan semacam ini dinyatakan tidak sah oleh

Undang — Undang No. 1 Tahun 1974




BAB IV

AKIBAT HHKUM PERKAWINAN ANTAR Ul‘w’iAT

YAN ' '_"--BERBEDA AGAMA

A Antara Suam:, Istn, dan Anak Anak S

Perkawman sebaga1 suatu perbuatan hu}mm akan memmbulkan berbagm L

; akibat hukum balk psychoiogls soszoiogis maupun yuridis Namun demikian

_ _-penuhs akan membatam du‘; dengan menjelaskan ak1bat yuridmnya saja Dasar :

_.pertlmbangannya adalah bahwa al\lbat yundxslah yana mempunya1 rﬂiﬂvanm '

ngan penuhs seiaku mahasmwa Fakuitas Hukum meslﬂpun harus dlakm akibat S

lamnya ]uga tldak kalah pentmgnya

| Sesuaz dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang — Undang No. 1/ 1974

berlaku asas pelaksanaan perkawinan menurut twkum agama. Di Indonesia

perkawir_;an itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing — masing agama

dan keéércéyaannya itu

1. Bagi yang beragama Islam verlaku hukum Islam, dilaksanakan menurut
ketentuan hokum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Proses
pelaksanaan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang -~ Undang

Perkawinan-BU-No.-1/1974.pasal 60, sampai. dengan. pasal 61 jo_Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal 9 dan Peraturan
Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 16.
2. Bagi yang beragama selain Islam berlaku ukum materiil yang sesual dengan

hukum agama masing — masing yang dianutnya { Protestan, Katholik, Hindu




dan Budha ) permkahannya d;lakukan oleh pendeta / pastur atau pennmpm o

agamanya dan dwatat oleh pe}abat pencatat mkah d1 Kamor Catatan Slpﬂ

b -:":'_'_:_.::_.Tata. cara ﬁ.ex.'kam.r.le.tm.lyé diiéngsungkaﬁ dengéﬁ i
- L Bag1 yang beragama Islam pengawasan daﬁ peﬁcatataﬁ oleh pe;abat f)encatat
¥ - nzkah d1 Kantor Umsan Agama ( I{UA ) | |
| 2. -_Bagl yang. beragama .Kat.hoh_k,. masa pe_mbin_;_lan pérkawinan ‘sampai pada
| pefka‘*?i#_#ﬁ dii#k_saﬁékan oleh Pastur, sedangkan pencatatannya dilakukan
ofe_h Kantor Catatan Sipil; .
3. Bagi yang | b.eragam.a Protestan, Pendeta memberikan pemberkatan dan
Selanjut.nya dilakukan pencatatan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil;
4. Bagi yang beragama Hindu, perkawinan dilaksanakan oleh Pendade ( Pendeta )
dan dicatat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil;
5. Bagi yang beragama Budha, perkawinan dilaksanakan oleh Pandita

( pemimpin agama Budha ) dan dicatat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Bagi suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Kristen atau
sebaliknya, dimana perkawinan mereka dicatat di Kantor Catatan Sipil, maka bagi

_ keduanya apabila mempunyai masalah mengenai perkawinan mereka yang harus

ke Pengadilan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikannya,
Pengadilan Agama tidak berwenang karena sejak awal pernikahan, mereka tidak
dicatat di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama

hanya menangani masalah tentang perkawinan yang suami istri beragama Islam.




: Dan untuk anak anak mereka dl dalam suatu rurnah tangga jlka ada:

""“-_dua tuntutan hxdup atau ada perbedaan agama maka mengenai pendexkan;":f”' -.

' ;:_dlbe{i kebebasan untuk menganut agama apa yanv dzyakmmya namun dengan:;';:.

L sendirinya 51 anak akan ragu apakah akan perg1 ke Gereja atau Le Maspd ataukah_._: .: '

e akan menjadl seorang yang athe;.s Sedangkan dasar agama yang d1tanamka.n se;ak j._ :

- _.kecﬁ hmgga dewasa merupakan hai yang sangat pentlng sebagal pegangan hzdup - '
- bag1 anak tersebut dlkemudlan harx .

/ Sebaga; tmdakan prepentif aga.r perkawméﬁ antér p.emeluk agama ini -
-t1dak banyak terjadi maka para orang tua mengadakan penerangan serta
' propaganda kepada anggota_kelu_arganya_. masing — masing. Sebab kedewasaan
ﬁs_ik. anak, belum dapat dijadikan ukuran baﬁwa ia telah dewasa dalam berfikir

dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik.

B. Putusnya Perkawinan Terhadap Janda / Duda, Anak Dan Harta
Kekayaan
Undang —~ Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memiliki landasan bagi

suatu perkawinan yang dinilai sebagai suatu lembaga vang suci dan luhur oleh

semua agama dan cipta budaya yang mengilbami alam pikiran kita, atas dasar
mana dibangun suatu keluarga yang sejahtera, kekal dan bahagia. Dalam undang —
undang ini sesuai dengan tujuannya adalah untuk membangun atau membentuk

suatu keluarga yang kekal, sejahtera dan bahagia.

"hal ini. pendxdxkan agama walaupun anak anak_.-_f-_: |




S :-: ;:sxdang pengadﬂan

Seirmg dengan 1tu dxtenmkan pula bahwa perceralan hanya mungkm:

| _dia;ukan denoan saiah satu alasan sepertx dxsebutkan dalam Undang Un{iang >

. ':-_:._.Perkawman dan peraturan pelaksanaannya yang' :.harus dﬂa.ksanakan ch depan:_' i

Adapun alasan yang dlmaksud tercantnm daiam penjelasan pasal 39--_ i

':_ -ayat 2 Undang — Undang Perkawman dan dmlang lagl saina bunymya dalam B
--jpasal 19 Peraturan Pemermtah sebagax berakut . . |
:a Salah satu plhak berbuat zina atau menjad1 pemabuk pemadat, pen;udx dan lain
- sebagamya yang sukar disembuhkan y
: b, Salah_ satu .pahak -memnggail;ap_yang_lain_ sélaﬁaa dﬁa_ t.ahun berturut — turut
'.'tanp:_a izin pihak yahg' léi.n daﬁ t:a,ﬁﬁa al.a'san yang sah atau karena hal lain di luar
ke?nan?puannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 { lima ) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atan penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami — isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Dari ketentuan — ketentuan tentang perceraian dalam Undang — Undang

Perkawinan No. I Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dapat ditarik

kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu ;




1 Ceral taiak, hanya khusus untuk yang be agama Islam sepem dammuskan oieh';r'_f :

pasai 14 Peraturan Pemerintah sebagaxl berlkut

e engadil: i :tempat:-tmggalnya,' yang 'berls _pembe_ tahuan:
" “bahwa i ia bermaksud menceraikan isterinya dlserta; ‘dengan alasan

-':_'_'alasan serta . memmta kepada i’engadxlan agar dxadakan sndang_._ B -

a3 24}

a :":._-'_-_:untuk keperluﬁn ltu
p;hak kepada Pengadllan dan dengan suatu putusan Pengad;lan Peraturan S
Pemermtah dalam penjelasan pasai 20 menegaskan sebagal berlkut

e Gugatall perceraaan dlmaksudkan dapat dxlakukan oieh seorang_;.:"_ o

istri yang melangsungkan perkawman menurat . agama Islam dan:f -

“oleh seorang  suami’ atau seorang . istri - yang melangsungkan-
-~ perkawmannya menumt agamanya dan kepercayaanuya 1tu seiam )
agama islam \d : . :
Dalam hal gugatan yang berdasarkan alasan bahwa antara suami dan U
- - istert terus menerus terjadx perseIISlhan dan pertengkaran dan tidak ada harapan o |
--_-akan hldup rukun lag1 dalam rumah tangga sebab - sebab persehsxhan dan
pertengkaran itu haruslah dipemmbangkan oieh Pengadilan apakah hal itu

memang sungguh — sungguh berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan

suami istri. Untuk itu perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang —

, .
Srane.y "a’m dekeat dwu‘:’uu Syami st

Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibatnya itu
terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lairmya. Bagi

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang

%3 K. Wantjik Saleh SH, Uraian Peraturan Pelaksanaan UL Perkawinan, ( Yakarta : Ichtiar,
1975 ), hal. 34 5/d 35
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| _telah ﬁerﬁpuﬁym kekuatan hukum yang, tetap, _ sedanﬁkan bagz yang tidak

| -beragama Islam terhriunﬂ sejak saat pendaﬁarannya pada daﬁar pencatatan kantor
pencatatan oleh pegawaz pencatat o SIS ':: : : . |
- Sebellln.nldlijatuhkan putusan seiama bériéngsunonyé g.ug.a.tan pérceraian
..atas -permohonan_pzhak penggg_ga_t atau tergu_gat, Pengadlla_n dapat mengijinkan
suami istri tersebut untuk berpisah berlainan tumah, dan juga dapat menentukan
nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal — hal vyang perlu untuk
menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, barang — barang yang menjadi hak
bersama serta hak masing — masing.

Tentang akibat putusnya perkawinan antara suami istri yang beda agama
dengan akibat putusnya perkawinan antara suami istri yang seagama tidak berbeda
jauh,

Dan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya diatur di dalam
pasal 38 sampai pasal 41 Undang — Undang No. 1 Tahun 1974,

Pasal 38 mengatakan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh

kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

I. Terhadap Janda / Duda

- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap janda atau duda

sesuai dengan pasal 41 Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :
a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak —
anaknya, semata — mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak — anak, Pengadilan memberi

keputusan;




b Bapak yang bertanggung jawab atas semua, blaya pemehharaan dan .
'_.-_pendidlkan yang dxpeﬂukan anak :_i_t bﬂamana bapak dalam 3 '

B L -kenyataannya tidak memenuhz kewagiban tersebut Pengadllan dapat_. S

m.enentukan bahwa 1bu memlkui b;aya ‘tersebut
'c_. Pengadllan .dapat mewajibkan kepada bekas sﬁaxm untuk memberikan
'- 'blaya peng}ndupan dan / atau menentukan sesuaiu kewajzban bagi bekas_
Astri.
Seorang wanita yang putus perkawinannya, tudak dapat begitu saja ia
segera kawin lagi, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai habis suatu masa
yang disebut waktu tunggu.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 menentukan waktu

tunggu itu sebagai berikut :

a. Dalam hal putus karena kematian, wakiu tunggu ditetapkan 130 hari
sejak kematian suami;

b. Dalam hal putus karena perceraian, waktr tunggu bagi yang masih

berdatang bulan ditetapkan 3 ( tiga ) kali suci dengan sekurang —

kurangnya 90 ( sembilan puluh ) hari dan bagi yang tidak berdatang

bulan ditetapkan 90 { sembilan puluh ) hari;

¢. Dalam hal putus karena kematian maupun perceraian semeniara seorang
isteri sedang hamil, maka waktu tunggunya ditetapkan sampai

melahirkan;




CEE8

b Bapak yanef bertanggung J&Wﬁb atas semua blaya pemehharaan dan g

._:_pendldxkan yang d1periukan anak 1tu bllamana bapak dalam

Rk : _kenyataannya tldak me"' enuhl kewajlban tersebut Pengadﬂan .dapat _. L
:_..:menentukan bahwa ibu memzkul b1aya tersebut Slrmiea e
" '-"-._q___"Perigadﬂan dapat mewajlbkén kepada bekas suéum uﬁfuk .rnem.berxkan__ :__:
' _'.'blaya penghxdupan dan / atau menentukan. sesuatu kewaglban bag1 bekas
' IS_'tl'l. . > . »
‘Scorang waiia yang putus perkavinaanye, idak dapat begis s i
segera kawin_iagi, tetapi_har#s menunggu 'b_ebe_rapa_ saat sampai hab.is suatu masa
yang disebut ﬁf_ék_tu tunggu. 7k N
'Peramran_ Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 menentukan wakiu
tunggu itu sebagai berikut
a. Dalam hal putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari

sejak kematian suami;

b. Dalam hal putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih
berdatang bulan ditetapkan 3 ( tiga ) kali suci dengan sekurang —
kurangnya 90 { sembilan puluh ) hari dan bagi yang tidak berdatang

bulan ditetapkan 90 { sembilan puluh ) hari;

¢. Dalai hal putus Karena kematian maupun perceralan sementara seorang
isteri sedang hamil, maka waktu tunggunya ditetapkan sampai

melahirkan;




w

d Apabila perkawman putus karena perceraxan dan seorano 1ster1 belum_.- L

. -f__pernah melakukan hubungan kelamm dengan bekas suammya maka

' Ei‘ldak terlkat waki'u tunggu,

i '."'-EBagl perkawman yang _p"' tu :___karena:perceralan waktu mnggu difﬂtung_-_:;_:: .j;_. _55.
- _'-._sejak 3atuhnya putusnya Pengadﬂan yang mempunyaz kekuatan hukum___ B

-' .--:_-'--:'-yang tetap, _ sedangkan bafrl perkawman yang putus karena kematxan o

o wal».tu tunggu dihltul’l" se}ak kematlan Suam1

| '2 Terhadap Anak

Ak1bat putusnya perkawman bmk pums karena perceralan atau kematian

~-dari _pe_rkawma_n_ bed_a ag__a_m_a_maupun perkaw_man_ yang satu agarna ( seagama ),

) me_ngenéi 'kéwajiban orang tua terhadap anak tetap berpedoman pada Undang —

Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak — anak mereka
sebaik — batknya. |
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak #tu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dan kewajiban anak sesuai dengan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)

Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 adalah -
1. Anak wajib menghormaii orang tua dan mentaati kehendak mereka yang

baik.
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2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,
orang fua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu

memerlukan bantuannya.

3. Terhadap ﬁa;ﬂta :Bienda.”

Perkawinan itu mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, dan
selain itu juga untuk dapat bersama — sama hidup pada suatu masyarakat dalam
suatu perikatan kekeluargaan.

Guna keperluan hidup bersama — sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan
duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai ongkos
kekayaan mereka sehari — harinya beserta anak — anaknya. Kekayaan duniawi
inilah yang disebut sebagai harta perkawinan, benda perkawinan, harta keluarga
ataupun harta benda keluarga.

Menurut Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
mengenai haita benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan

pasal 37

Pasal 35 mengatakan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing — masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing —~ masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

penguasaan masing — masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



= : penyelundupan undang undang

i f' iTen.tz.mg.Perkawman.c.ian 'Peraturén Pelaksénaannya tidak .ﬁe.ﬁgatuf..;méﬁgeﬁéi':'z E
N i I_:perkawman.ant.ara dué. érang yaﬁg berbedé Iagamanya Namun Undang Undang e -
'No. 1 Tahun 1974 memang tldak mengatur perkamnan semacam 1tu dlsebabkan'  : :

= undang undang 1m mengacu pada ketentuan perkawman.agamé - agama yan.g._ o 3

) d:akw d1 Indones1a d1mana senap agama menganjurkan umatnya untuk kawm

__ _dencan .ora.ng yang sexman

| B Kasus semacam ini .dapat dlilha;t pada kasus perkawman antara ANDI
. VONNY GANI P, dengan ANDRIANUS PETRUS I—IENDRIK "NELWAN yang
.kasusnya sampal pada Mahkamah Agung dan d:kabuikan dengan pemmbangan
bahwa saiah satu plhak sudah mengabalkan agamanya, otomatxs dia harus tunduk
_pada agama plhak yang lam dengan demikian mereka kawm secafa saﬁ nienurut

| Undang — Undang No 1 Tahun 1974 S |
Masalah setelah menikah nanti, umpamanya pihak yang mengabaikan
agamanya tadi kembali keagamanya semula, itu urusan pribadi dia dengan

Tuhannya, yang penting pada saat perkawinan dan pencatatannya mereka harus

seiman. Akan tetapi ini juga tidak dapat dijadikan contoh vang baik bagi pasangan
yang nantinya akan menikah karena resikonya t%tap sangat berat bagi kebahagiaan
perkawinan itu sendiri. Seperti telah ditulis dalam bab I bahwa keputusan
Mahkamah Agung ini tidak bisa dijadikan jurisprudensi karena keputusan ini

bersifat kasuistis. Setelah kasus di atas, ada lagi kasus perkawinan antar agama,




o | Negara 1tu.3ustru sependapat dengan penolakan Kantor Catatan 'Slpd Sampa1 saat.f.-__

ERISEEReT mx t1dak adazlagl Pengadxlan Negen manapun yang mengq lnkan perkawman antar .

' '_ umat yang berbeda agama 1tu dﬂaksanakan

Plhak Kantor Catatan Slpll berusaha sednn mungkm agar bag1 calon;-'-'-:-_'-_-
ik -'mempela: yang berbeda agama dlmana yang sa.tu beragama Islam supaya ganga,n' fj- ::3

' meiaksanakan perkawmannya atau mencatatkan perkawnannya d1 Kantor Catatan C

_ < Slpli

Usaha yang dxtempuh adalah dengan berbagau pendekatan manumam . _. B
o hmgga prosedural Dan seg: pendekatan manusmwx dqelaskan daiam ha.l yang B -
_'berkaxtan dengan hukum agama dan seg1 pendekatan prosedural d:ada.kan sahng a o

" '_'pendekatan dengan pihak Kantor Urusan Agama, Badan Penasehat Perkawman L

dan Penyelesalan Perceralan (. BP - 4 ) dan Pengadﬂan Agama maupun
‘Pengadilan Negeri. -

Dari rumusan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan pasal 63 ayat (1) :

“Yang damakwd dengau Pengadﬂan dalam ‘undang — um‘iang ini
ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”




. J o pasai 2 ayat (2) Peraturan Pemermtah No 9 Tahun 1975

S P . mereka ya_:_ e "'__elangsungkan
perkawmanny "'menurut agamanya dan kepercayaannya __itu selam

i o Dapat ditank aza.s hukum bahwa pengadllan yang berwenang memerlksa perkara -. -

.'dalam hal terjadl sengketa adalah tergantung pada hukum cara peIangsungan.f'_ .
;perkawman s ' 4 '

; 1 Untuk pasangan yang perkawmannya dﬂa.kukan pada Kantor Urusan Agama_ -_

( KUA ) jlka para plhak tegad; persehszhan, maka yang berwenang-i::-f'|:

o menyelesaxkan adalah Pengadilan Aga.ma
3 2. Dan bag1 pasangan yang perkawmannya dilakukan pada Kantor Catatan Slp:l G
Jxka para plhak teqadl persehsxhan maka yang berwenang menyeiesalkan __

adalah Perxgaddan Negen

J'adx dalam hal menyelesalkan suatu persehsman perka\mnan dapat dﬂlhat L

pertama kal; pencatatan perkawman itu dxlakukan Dalam prakiek kadang -
kadang terjadi dua pencatatan perkawinan, khususnya perkawinan antar agama ini
yang dicatat di dua kantor pencatatan perkawinan,

Dalam hukum manapun tidak ada ketentuan hukum mengawinkan dua

orang yang sudah menjadi suami isteri. Perkawinan dan pencatatan perkawinan
yang kedua adalah sesuatu yang tidak mempunyai nilai dalam hukum, karena

tidak berdasarkan hukum sama sekali. *>

% H. Ichtianto, S.A, Aspek — Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan
Campuran, Departemnen Kehakiman, B.P.H.N, Jakarta, hal. 129 - 130




BAB V

PEN UT{}}’

Sesum dengan 3udul penuhsan 1n1 yaxtu « Per‘{awman Antar Umat Y ang L

Berbeda Agama Dltmjau Dan Hukum Posmf | dan uralan dan bab bab d1 atas '

| maka penuhs membenkan kes1mpulan sebagzu benkut

Undang Undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawman dlakui sebagal

hukum posmf d1 Indonesm yang menyatakan
Pasal 1 ayat (1)

I "‘Sahnya suatu perkawman apabsla dalaksanakan menurut masing ~
-masmg agama dan kepercayaannya ifn,”

Jadi apabila suatu perkawinan dilakukan oleh dua orang yang saling
berbeda agamanya, menurut undang — undang ini adalah tidak sah,
Pasai 606,

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas undang -~ wundang ini, maka
beriakunya undang — undang ini ketentuan — ketentnan yang diatur
dalam Kitab Undang — Undang Hukum Perdata { Burgerlijk
Wetboek ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijks
Ordonantie Christen Indonesiers S, 1933 No. 74 ), Peraturan
Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwelijken S.

18%¢ Neo. 158 ), dan peraturam — peraturan lain yang mengatur
tentang perkawinan sejaunh telah diatur dalam wndang ~ undang ini,
dinyatakan tidak berlaku.”

Kesimpulannya jelas bahwa baik H.O.C.I. maupun G.H.R. sudah dicabut
dan tidak dapat dipergunakan lagi karena bertentangan dengan Undang —

Undang Ne. 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan beda agama. Kecuali

B.W. yang banya mengatur tentang perkawinan dari segi perdatanya saja.




o perk amnan 1n1 mempunym resxko .unggi bagx-kebahaglaan .keluarga maup un_-::_.-. -
e -_:_'._'_bacq kehldupan genera51 yang akan datang dan selaln danpada 1tu

. . .' : menyatakan bahwa perkawman yang dermkian adalah tldak sah

X 'Menurut penuhs

Undang o Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawman terbuktz_

bahwa tldak mengatur mengenal perkamnan antar urnat yang berbeda_:_ j.
agam.a“ ” W/l | . o
“b. . Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawman udak :
| __.mengatur mengena1 perkawman antar umat berbeda agama La,rena._j.:
mengacu pada ketentuan dan agarr.a.a = agama yang chakux dI IndoneSIa' o
| 'dan semuanya txdak membenarkan adanya perkawman antar .agama juga -
| menyataka_n txdak sah perkawman semacam itu.

- C Sebelum tahun 1991 walaupun suéah ada dan sudah disahkannya

Undang Undat;g No., 1 Tahtinmlgjﬁl Tentang Perkawinan, tetap terjadi

perkawinan antar agama disebabkan karena Pengadilan Negeri selalu
méngijink_an. .p.erkawinan. sémacéin ttu dan memerintahkan Kantor
Catafan Sipil untuk melaksanakannya. Namun pada tahun 1991 Kantor
Catatan Sipil mulai mempertegas prosedur pencatatan pernikahan itu

dengan berpedoman pada Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang




81

Perkawman dan Peraturan Pemermtah No 9 Tahun 1975 dan_
melaksanakannya secara murm dan konsekwen Kasus yang terakhxr
. adalah pelkawman am:ara R.r SRI YOGI SUDININGSIH BA dengan R

':_AN_IH_ON_IE C_O_R_NELI_S-pa_da ;tahun_ -_19__91 -yang dltolak _oleh _I_{antor

Catatan Sipil walau sudah “mendapat ijin dari Pengadilan Negeri.
Semenjak kasus ini Pengadilan Negeri manapun tidak ada lagi yang

memberi ijin untuk pelaksanaan perkawinan semecam itu.

B. Saran— Saran

I.

Karena Undang — Undang No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah
satu ~ satunya Undang - Undang Perkawinan yang diakui sebagai
Hukum Positif di Indonesia, maka hendaknya bagi pasangan yang ingin
menikah sebaiknya tunduk pada undang — undang ini agar perkawinan
itu dapat dicatatkan dan sah menurut negara.

Karena perkawinan beda agama mempunyai resiko tinggi dalam
kebahagiaan, pendidikan terutama jiwa dan keyakinan anak sebagai
generasi penerus yang tidak saja bertanggung jawab pada bangsanya

tetap1 pada Tuhan Yang Maha Esa, maka seba;knya setxap orangtua

secara dini menanamkan miz—u - mnilai agama yang kuat bahwa
perkawinan yang sebaik — baiknya adalah perkawinan antara suami isteri

yang seiman.
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